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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

bahwa pembangunan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar manusia vang berkaitan langsung dengan harkat
dan martabat manusia, serta berperan penting dalam
mewujudkan derajat kesehatan masyvarakat vang setinggi-
tingginya  sebagai perwujudan tujuan  bernegara
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam upayva dalam melaksanakan sinkronisasi,
koordinasi dan integrasi percepatan layvanan Sanitasi
berkelanjutan guna pencapaian target percepatan
pembangunan Sanitasi tahun 2026-2029 di Kota
Bukittinggi telah disusun Strategi Sanitasi Kota
Bukittinge;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan

Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang mengamanatkan
penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Kota Tahun
2026-2029;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota
Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974,
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tabun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bulittinggi
Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Nomaor 2},

MEMUTUSKAN:

; PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI SANITASI

KOTA TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

hal

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksansan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang disebut dengan Pokja PKP merupakan
kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi
koordinasi, kebijakan, program dan anggaran tingkat kota
untuk hidang pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD  adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluhb) talhun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah dokumen
perencanaan Daerash untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang
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selanjutnva disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (gatu) tahun.

10. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk
menjamin  terwujudnya kondisi yang memenuhi
persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.

11. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas
dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tanggs serta pengelolaan
air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan,

12. Dokumen Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disebut
SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi kota yang
diintegrasikan ke dalam dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah.

13. Pencrapan SSK adalah pelaksanaan SSK yang dimulai dari
tahapan pengumpulan data, rencana jangka peridek dalam
urusan Sanitasi yang mencakup persampahan dan air
limbah domestik, penyusunan rencana stategi Sanitasi
kedepannya agar dapat terpenuhinya kebutuhan Sanitasi
bagi warga Kota Bukittinggi.

14, Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari
usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan,
perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama.

15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hann manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

16. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah vang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yvang tidak
termasuk tinja dan Sampah spesifik.

17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah
Rumah Tangga vang berasal dari kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, [asilitas sosial,
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

18, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 2
SSK  disusun sebapai pedoman perencanaan dan
penyelenggaraan program kegiatan Sanitasi hagi
pemhangunan Sanitasi di Daerah yang meliputi sektor Air
Limbah Domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.

Pasal 3

(1) SSK disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD untuk
mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan
universal akses dan target standar pelayanan minimal
bidang Sanitasi di Daerah.

(2) Penyusunan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kebijakan dan strategi Daerah dalam
pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4
SSK berfungsi sebagai:
a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan Sanitasi
Daerah jangka menengah;




b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang
menerapkan pendekataan kelembagaan;

c. media internalisasi  program/kegiatan ke dalam
program/kegiatan Perangkat Daerah vang menangani
bidang Sanitasi Daerah; dan

d. acuan pengalokasian anggaran bagi program peningkatan
kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 5

(1) SSK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab | memuat pendahuluan;

bab II memuat profil pembangunan Sanitasi

bab [Il memuat kerangka pengembangan Sanitasi;

bab [V memuat strategi pengembangan Sanitasi;

bab V memuat program, kegiatan dan indikasi

pendanaan Sanitasi;

f. bab VI memuat monitoring dan evaluasi capaian
dokumen SSK; dan
g bab VIl memuat penutup.

{2) Sistematika SSK Tahun 2026-2029 sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

N

Pasal 6
Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 dilakukan melalui RKPD,
Renja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi
dalam program/ kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

[1) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 dapat dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak lain.

(2] Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memanfaatkan sumber pendanaan di luar AFBD.

(3) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 yang bersumber dari
dana di luar APBD dikoordinasikan oleh Pokja PKP di
Daerah.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 harus memperhatikan
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun
sebelumnya.

{2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran
dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah
berdasarkan laporan pemantauan dan  evaluas
pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029.

Pasal 9
(1] Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan  SSK
dilalkukan paling sedikit 1 {satu) kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada setiap triwulan
dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.



(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan bidang peréncanaan pembangunan Daerah
melakukan pemantauan dan evaluasi.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan
kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan
informasi publik.

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Dasrah
melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.

(6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah
menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi serta tindak
lanjut perbaikan dan penyempurnaan kepada ketua Pokja

PKP dan Wali Kota.
Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.
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BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 125



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-
2029

STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Sanitasi adalah salah satu pelayanan dasar dan hak dasar bagl setiap
manusia untuk mendapatkan pemenuhan standar hidup yang layak
tetapi kurang mendapat perhatian dan tidak dijadikan prioritas oleh
pemerintah daerah,

Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di Indonesia cukup
buruk dan tertinggal dibanding sektor pembangunan lainnya. Padahal,
kondisi sanitasi vang buruk berdampak buruk pada Dberbagal aspek
kehidupan, mulai dari penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal,
tercemarnya sumber air bagi masyarakat, peningkatan jumlah penyakit
diarea dan penyakit lainnya pada anak, penurunan persaingan dan
kinerja sebuah kota atau kabupaten yang kemudian berdampak juga
pada penurunan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang menyatakan bahwa “sanitasi
adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya
kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan
kualitas pengelolaan persampahan rumsah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan”.
Air minum adalah air minum rumah tangga vang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Beberapa faktor yvang masih dianggap sebagai penyebab buruknya kondisi
sanitasi di Indonesia yaitu perencanagn pembangunan sanitasi yang tidak
terpadu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak
berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Buruknya kondisi sanitasi ini tentu saja
berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya
kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi
masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare, bahkan hingga
menurunnya perekonomian kabupaten /kota,

Pembangunan sanitasi merupakan urusan wajib kabupaten/kota
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,
dimana urusan sanitasi merupakan urusan bersama yang
diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sinergitas kebijakan dan
program baik pusat maupun daerah dalam pembangunan sanitasi



merupakan upava yang dapat mempercepat perbaikan pelayanan
sanitasi di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPUMN) Tahun 2024-2029 mengamanatkan terwujudnyva pengelolaan
air imbah domestik yaitu: 0% rumah tangga yang melakukan praktek
BABS di tempat terbuka, akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk
didalamnya adalah 15% akses sanitasi aman. Sedangkan untuk sektor
persampahan, target yang hendak dicapai pemerintah adalah 100% akses
pengelolaan sampah di perkotaan yang terbagi atas dua indikator yaitu
80% Penanganan/Pengangkutan dan 20% Pengurangan.

Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi harus dapat memberikan
perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan
hidup, peningkatan kualitas permukiman dan kesehatan masyamkat,
serta mengantisipasi permasalahan sosial. Prioritas dalam peningkatan
kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam
kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari
program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari
system pengembangan kawasan di wilayah permukiman, Pengelolaan
lingkungan. Untuk subsisiem pengembangan kawasan, peningkatan
kualitas sanitasi difokuskan kepada penataan drainase lingkungan,
pengelolaan persampahan dan pencegahan kontaminasi air tanah dari
limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman
yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan
kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Menyadari perlunya perhatian lebih terhadap sektor sanitasi, Pemerintah
Kota Bukittinggi telah menyusun strategi untuk pengelolaan sanitasi,
vang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (S8K),
dimana SSK merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah
vang disusun untuk percepatan sektor sanitasi suatu Kabupaten/Kota,
yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi
dan rencana tindak lanjut pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK
dibutuhkan agar pengelolaan sanitasi kota bisa berjalan secara
sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, tepal sasaran, sesuai
kebutuhan, berkelanjutan dan melibatkan seluruh  pemanghku
kepentingan.

Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan
dokumen perencanaan lainnya vang ada di Kota Bukittinggi. Oleh sebab
itu, dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi (2010-2030), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bukittinggi, Provinsi dan
Nasional (2024-2029). Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target
Sustainable Development Goals (SDGs] maupun peraturan dan
perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi.

Kota Bukittinggl merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat
dengan luas wilayah sekitar 2.52390 Ha. Jumlah penduduk Kota
Bukittinggi Tahun 2023 adalah 138.534 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 1,68 % per tahun. Penyediaan sarana dan prasarana
sanitasi yang memadai merupakan  spatu prasyarat | bag
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian
dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan
permasalahan, terutama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya
adalah:
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a. Perencanaan Sanitasi yang relatif masih parsial dan sektoral, kurang
terintegrasi antar subsektor air limbah dan persampahan.

b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait
Sanitasi masih relatif rendah. dan kurang tegasnya sanksi atas
pelanggaran tersebut,

c. Keterbatasan anggaran dan investasi, dimana sektor Sanitasi
masih belum menjadi skala prioritas;

d. Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang
layak; dan

e. Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi
dan edukasi.

Dengan melihat pengalaman kegagalan berbagai daerah dalam mengelola
pembangunan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup,
maka segenap pemangku kepentingan Kota Bukittinggi menganggap lebih
penting menyiapkan langkah-langkah preventif, terutama dalam
pengelolaan sampah dan air limbah, atau yang dikenal dengan nama
Sanitasi. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Bukittinggl untuk ikut serta
dalam program vang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk
meningkatkan pembangunnn sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan
secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat
maupun daerah.

Kemajuan pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata,
Kota Pendidikan dan Kota Pelayanan Jasa berpengaruh pada kondisi
Sanitasi yang ada saat ini. Karena itu dokumen Sanitasi yang memuat
informasi beserta strateg Sanitasi yvang sudah ada perlu direvisi sesuai
kondisi serta permasalahan Sanitasi di Kota Bukittinggi saat ini.

Pada tahun 2019 lalu Kota Bukittinggi telah melakukan penyusunan SSK
dengan periode 2019-2024 dan pada tahun 2024 Kelompok Kerja (Pokja)
PKP Kota Bukittinggi melakukan revisi dokumen Pemutakhiran Strategi
Sanitasi Kota (SSK) untuk mendukung percepatan implementasi program
dan kegiatan Sanitasi dikarenakan:

a. Umur dokumen SSK Kota Bukittinggi telah melewati 3 (tiga) tahun:

b. Guna peningkatan kualitas dokumen sanitasi Kota Bukittinggi;

¢. Perubahan RPJMD; dan

d. Prioritas pada Pusat Kegiatan Nasional dan Wilayah.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota ini disusun berdasarkan
empat karakteristik utama kaidah penyusunan, yaitu: 1] Berdasarkan
data aktual. 2) Berskala kota. 3) Disusun sendiri oleh kota. 4)
Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-doum. Proses penyusunan
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi dilakukan
berdasarkan 5 (lima) proses yaitu:

Internalisasi dan penyamasn persepsi;

Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan Sanitasi;

Skenario pembangunan Sanitasi;

Konsolidasi penganggaran dan pemasaran Sanitasi; dan

Finalisasi.

papon

Dokumen Revisi Pemutakhiran SSK Kota Bukittinggi 2026-2029 disusun
dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih
difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan



1.2

kegiatan jangka menengah dalam upava mencapai universal access dan
SDG’s.

Untulk memastikan dokumen pemutakhiran SSK dapat
diimplementasikan, maka dalam proses penyusunannya disinkronkan
dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Kota Bulkittinggi.
Berikut ini merupakan posisi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)
terhadap dokumen lain maupun dokumen perencanaan pemerintah
lainnya pada gambar berikut ini:
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Gambar 1.1
Kedudukan Dokumen Pemutakhiran 88K dengan Dokumen Perencnnaan Lainnya

Berdasarkan gambar 1.1. diatas dapat dilihat bahwa dokumen SSK tidak
lepas dari Dokumen perencanasn lain seperti RTRW, Renstra SKPD,
Renja SKPD, RPJMD, RPJPD, RKPD. Untuk Kota Bukittinggi, acuan
vang digunakan Kota Bukittinggi antara lain RTRW, RPJPD, RPJMD,
Renja SKPD, serta Renstra SKPD. Selain itu dokumen pemutahiran SSK
merupakan proses perencanaan penganggaran program dan kegiatan
melalui internalisasi dan eksternalisasi yang kemudian dikuatkan dengan
komitmen dari Wali Kota Bukittinggi, Gubernur Sumatera Barat dan dar
Pusat melalui Satuan kerja terkait dengan program Sanitasi.

METODOLOGI PENYUSUNAN

Pelaksanaan Penyusunan dan Implementasi dokumen SSK di tahun
pertama dilaksanakan melalui tiga proses (milestone), vaitu (i) Komitmen
kepala daerah (i) Penetapan kebijakan (untuk uji coba model), dan (iil) Uji
coba model layanan Sanitasi skala terbatas. Adapun pelaksanaan di tahun
kedua dilanjutkan melalui uji coba model layanan skala penuh
(perluasan/up scaling).

Pelaksanaan tahun pertama berfokus pada meletakkan dasar atau
kerangka implementasi, yaitu hagaimana memastikan berjalannya
percepatan peningkatan akses sanitasi dan mengembangkan model
(pemodelan) layanan sanitasi berkelanjutan. Adapun pada tahun ke-2,
pendampingan akan difokuskan pada implementasi skenario secara



komprehensif (scaling wp) model layanan sanitasi dengan perangkat
pendukung (enabling environment) yang lebih lengkap, meskipun tidak
harus berskala kabupaten/kota serta percepatan pencapaian Universal
Akses.

Proses pemutakhiran SS8K terdiri dari langkah-langkah yang dapat
diuraikan sebagai berikut:
A. Kondisi Sanitas: Kota saat mi

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu

menggunakan berbagai teknik antara lain:
a. Desk Study (kajian literatur, data sekunder) dimana
data vang dibutuhkan berasal dari literatur terdahulu seperti
(Laporan studi EHRA 2023), dokumen perencananan Kota
(RTRW, RPJMD, data air limbah, data persampahan dan data
drainase, Renstra SKPD terkait, Renja SKPD terkait),
Kecamatan dalam angka, laporan realisasi APBD Kota
Bukittinggi dan lain-lain.
b. Feld Research (observasi, wawancara responden) FGD
 (Focus Group Discussion) untuk data primer (kegiatan studi
EHRA dan kajian-kajian) Kajian-kajian vang dilakukan adalah:
» Kajian peran swasta dalam penvediaan layanan Sanitasi.
Kajian peran swasta dalam penyvediaan layanan
Sanitasi (Sanitation Supply Assessmenf] merupakan
sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan
jelas peta dan potensi penvedian lavanan Sanitasi yang
ada di Kota Bukittinggi.

» Konsolidasi data kelembagaan terkait Sanitasi.
Langkah mi digunakan untuk mendapatkan gambaran
atau peta Kondisi kelembagaan Sanitasi di  Kota
Bukittinggi. Pemetaan ini membantu Kota Bukittingg
menilali kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan,
dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan
guna menghasilkan suatu kerangka layanan Sanitasi yang
memihak masvarakat miskin, efektf, terkoordinasi dan
berkelanjutan.

» Pemetaan keuangan dan perekonomian Daerah.
Peta keuangan dan perekonomian Daerah menggambarkan
kekuatan keuangan dan perekonomian Daerah dalam
mendukung pendanaan pembangunan Sanitasi di masa
depan, kecenderungan dalam pembiayaan, pembangunan,
dan prioritas anggaran selama 5 (lira) tahun. Informasi ini
diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan
strategi terkait aspek keuangan.
Diperlukan untuk menyusun strategi kampanye dan
komunikasi Kota Bukittungg. Kegiatan ini juga dapat
dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program
pembangunan Sanitasi di Kota Bukittinggi  untuk
pemangku kepentingan (stakeholder].

» Kajian peran swasta masyarakat.
Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masvarakat
tentang Sanitasi vang dilakukan secara partisipatif. Selain
dapat memberikan input kepada SSK Bukittinggi, kajian
untuk juga bermanfaat untul:




2.

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan
perempuarn, serita pemerintah tentang kondisi dan
permasalahan Sanitasi,

2] Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan
perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan
kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan
program Sanitasi; dan

3) Mengidentifikasi kelurahan.

» Kajian Sanitasi sekolah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi

sarana Sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat

sekolah di fasilitas pendidikan dasar (SD/MI).

Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah terkumpulnya data baik data
sekunder maupun data primer. Data primer disusun dalam
bentuk resume ringkasan eksekutil masing-masing baik hasil
studi EHRA dan kajian-kajian lainnya. Melakukan Analisa data
dengan menggunakan instrumen profil sanitasi dengan teriebih
dahulu memasukan data umum dan selanjutnya data sekunder
meliputi:

» Nama kelurahan dan kecamatan se Kota Bukittinggi.
Informasi umum Kota,

Data air limbah.

Data persampahan.

¥YYNYy

Kemudian memasukan data analisa hasil studi EHRA
untuk Indeks Resiko Sanitasinya (IRS] dan mengisikan skor
Persepsi SKPD dari pokja sanitasi terkait. Dan selanjutnya
melakukan pembobotan EXPOSURE (%) vaitu pembobotan haik
untuk data sekunder, primer {IRS EHRA) dan persepsi SKPD di
sektor air limbah, persampahan dan drainase dan pembobatan
IMPACT (%) vaitu pembobotan untuk jumiah penduduk,
kepadatan penduduk, angka kemiskinan dan fungsi urban
rural dari hasil kesepakatan polga maka diperoleh skor resiko
Sanitasi dan akan dilakukan penvesuaian oleh pokja jika
diperlukan. Hasil akhir instrumen profil Sanitasi adalah zona dan
sistern sanitasi baik sektor air limbah, persampahan dan
drainase, dan muncul data input planning tool yang akan dipakai
pada instrumen perencanaan selanjutnya baik air limbah,
persampahan dan drainase. '

B. Proses Pemutakhiran SSK

1.

Mengisi dan melengkapi segala data yang ada pada instrumen
Sanitasi, sehingga tergambar rantai layanan sektor persampahan
dan sektor air limbah yang nantinya dapat dilihat apa saja analisa
kebutuhan Sanitasi untuk Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun
mendatang.

Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sanitasi baik air limbabh,
persampahan dan drainase, dimana KKL terdiri atas beberapa
kolom diantaranya: permasalahan mendesak sanitasi, isu-isu
strategis sanitasi, tujuan yang ingin dicapali yang dikaitkan
dengan visi dan misi sanitasi dan terakhir adalah Indikasi
program dan kegiatan.



Dimana prosesnya dapat disampaikan dengan langkah-langkah

berikut:

e Dari hasil permasalahan yang ditemukan dalam rantai
lavanan dimasukan dalam kolom permasalahan mendesak
KKL.

*» Mengumpulkan isu-isu strategis sanitasi yang ada saat ini
membuat scoring berdasarkan analisa SWOT, dari kesepakatan
pokja hasil skor tertinggi dalam analisa SWOT dan masukan
isu strategis dalam kolom KKL.

e Menyvusun visi misi Sanitasi yang sejalan dengan visi-misi Kota
vang tercantum pada dokumen perencanaan RPJMD,
kemudian menyepakti tujuan sanitasi vang diharapkan baik
air limbah, persampahan selanjuinya memasukan tujuan
sanitasi dalam kolom KKL.

¢« Pada kolom sasaran menuliskan hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan. Dengan memformulasikan sasaran secara
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu
(SMART).

» Selanjutnya menuliskan  indikator capaian  sasaran
pembangunan Sanitasi yang telah disepakati pokja Sanitasi.

* Selanjutnya pada kolom strategi berdasarkan analisa SWOT
hasil scoring pembobotan pada hasil nilai pengurangan
kekuatan kelemahan pada kemampuan internal Kota (Sumbu
X)] serta hasil nilai pengurangan peluang dan ancaman pada
eksternal (sumbu Y] maka akan dihasil posifioninig sanitasi
vang berguna untuk menentukan strategi Sanitasi.

s Menuliskan indikasi program dan kegiatan utama Sanitasi
vang diharapkan dapat mengatasi permasalahan Sanitasi
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana program
kegiatan yang disusun ini harus selaras dengan hasil dari
instrumen perencanaan baik air limbah, persampahan dan
drainase. (Instrumen Perencanaan sebagai kontrol program
kegiatan yang dihasilkan dalam KKL).

. Memasukan hasil indikasi program dan kegiatan dari hasil KKL
dan vang sudah selaras dengan hasil dalam Instrumen
Perencanaan sanitasi baik air limbah, persampahan dan drainase
ke dalam tabel program kegiatan dan pendanaan.
Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan
dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik
komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kota, Provinsi,
Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber
penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen
dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut
melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok
utama yang telah dicapai dengan penyusunan dolkumen ini
antara lain:
¢+ Pemograman telah mempertimbangkan komitmen bersama
antara kemampuan APBD Pemerintah Daerah dan

pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dan sektor
pendana lain yang peduli sanitasi.
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e Program dan anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan
sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan
matang.

e Memorandum Program Investasi Kota merupakan rekapitulasi
dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan Kota dari aspek
teknis, biaya dan waktu,

» Memorandum  program investasi dilengkapi dengan
kesepakatan pendanaan vang diwujudkan melalui persetujuan
dan tanda tangan dari Walikota selaku kepala daerah.

e Program investasi sektor Sanitasi telah disusun
berdasarkan  prioritas menurut kebutuhan kota untuk
memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kota,

+ Proses penyusunan rencana program  invesiasi  telah
ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah
atau kawasan dengan pengembangan scktor bidang yang
terkait kesanitasian, vang mencakup: Koordinasi Pengaturan,
Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan
Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling
sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

e Hasil akhir dalam kegiatannya adalah kesepakatan pendanaan
program kegiatan Sanitasi baik pendanaan indikasi dari
pemerintah, Swasta (sumber-sumber pendanaan potensial)
dan masyarakat Pada indikasi pendanaan pemerintah
melakukan pembahasan pada SKPD terkait, dengan berbekal
dari program kegiatan yang telah tersusun dari hasil KKL yang
sudah selaras dengan instrumen perencanaan dan
dimasukkan dalam tabel program kegiatan dan pendanaan
sanitasi.

1.3. DASAR HUKUM
Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
di Kota Bukittinggi didasarkan pada aturan dan produk hukum yang
meliputi:
A. Undang-Undang

1.

0 e B

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (entang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan.



B. Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim
Koordinasi Pengelolasn Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001
tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tanggs dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah tangga; dan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan Menteri

1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang
Penyeleniggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayan
Kesehatan SPA;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M /2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4 /2018 tentang Pedoman
Penvusunan Kebijakan dan Strategi Dacrah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
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7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38
Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2014 tentang Kesehatan Lingkungan; dan

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air
Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air
Limbah Domestik.

E. Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kota

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pengelolaan Sampah;

2, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang
Bangunan Gedung;

3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daersh Nomor 11
Tahun 2017 téntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2030 ;

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Penetapan Kriteria Mutu Air di Propinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

9. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembuatan Sumur Resapan dan/atau Lubang Resapan
Biopori di Kota Bukittinggi;

10. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang
Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan
Makanan dan Minuman Berbahan Plastik; dan

11. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

F. Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Pet. [ judul Pedoman Teknis
Penvehatan Perumahan;

2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. | judul Petunjuk Teknis
Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah
Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area
Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA
Sam -

3. Petunp_;]i‘k Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis
Pembuatan Sumur Resapan;
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Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet | judul Petunjuk Teknis
Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet | judul Petunjuk Teknis
Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet | judul Petunjuk Teknis
Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem berpindah-pindah
(Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/ detik;

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan [ judul Panduan Dan
Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;

Petunijuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis
Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk
Permukiman;

Petunjuk Teknis Nomeor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis
Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan
Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;

Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis
Saluran Irigasi; dan

Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis
MCK.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN _
Dokumen pemutakhiran SSK Tahun 2026-2029 berisikan muatan
substansi sebagail berikut :

Bab |

Bab 1l

Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya
penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi Tahun
2026-2029, Metodologi Penyusunan, Dasar Hukum, dan
Sistematika Penulisan.

Profil Pembangunan Sanitasi

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran urmum wilayah, profil
sanitasi saat ini, area berisiko sanitasi dan indikasi permasalahan
sanitasi baik aspek teknis maupun nonteknis.

Bab [ll Kerangka Pengembangan Sanitasi

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka pengembangan
sanitasi antara lain mencakup: tahapan pengembangan sanitasi,
skenario pencapaian sasaran, dan gambaran mengenai pendanaan
sanitasi Daerah,

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

BabV

Bab VI

Bab ini berisi penjelasan mengenai strategi pembangunan sanitasi
dengan mempertimbangkan Enabling and Sustainability Aspect
(kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan
dunia usaha serta aspek pemberdayaan dan keberpihakan pada
masyvakarat miskin).

Program, Kegiatan den Indikssi Pendanaan Sanitasi

Bab ini berisi informasi detail mengenai indikasi program dan
kegiatan yang dihasilkan dari matriks program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok
sasaran/penerima manfaat), tahun pelaksanaan, estimasi biaya
dan sumber pendanaan program/ kegiatan,

Monitoring dan Evalusi Capaian Dokumen SSK

Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana monitoring-evaluasi
terhadap capaian dan kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun
ke depan.

Bab VIl Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB II
PROFIL PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. GAMBARAN WILAYAH

A. Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak antara 100°20'-100"25' Bujur

Timur dan antara 00°16'-00® 20' Lintang Selatan dengan batas-batas:

» Sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang
Kamang Kabupaten Agam.

» Sebelah Selatan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan
Banuhampu Kabupaten Agam.

» Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang
Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

» Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang
Kecamatan [V Koto Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi terbagi menjadi 3 ({tiga) Kecamatan dan terdiri dari 24

Kelursthan, yaitu:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6,831 km? (683,10 ha) atau
27,06 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 (tujuh)
Kelurahan.

2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,156 km/?
(1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi yang
meliputi 9 (sembilan) Kelurahan.

3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km?
(625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang
meliputi 8 (delapan) Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya luas wilayah kota Bukittinggi per kelurahan dapat
dilihat pada gambar 2.1 peta administrasi Kota Bukittinggi.

B. Klimatologi
Kota Bukittinggi dan sekitarnya secara umum termasuk dalam iklim
Tropis Basah dengan kelembaban minimum 82,0% dan maksimum
90,8%, suhu udara minimum 16,1° C dan maksimum mencapai 24,99
C dan tekanan udara berkisar antara 22-25°C,

C. Topografi
Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756 - 960 meter di atas
permukaan laut. Kemiringan lahan atau lereng wilayah Kota
Bukittinggi sangat bervariasi, Klasifikasi topografi dapat di bagi menjadi
topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal.
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Wilayah vang terjal berada di Kawasan Ngarai Sianok (15,38%),
sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di sekitar ngarai,
kawasan gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek,
Benteng Pasar Atas serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki
kemiringan relatil datar (74,98 %) sebagian besar terdapat dibagian
barat yaitu Kecamatan Aur BirugoTigo Baleh, Kecamatan Guguk
Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian Tengah dan
Timur.
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Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Bukittingzi
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D. Hidrologi

Tipologi Hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah
aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai
(up stream) dengan pola dendritik, aliran air yang relatif deras, Selain
itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi vang banyak membentuk
aliran-aliran air {roven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air
melalui aliran bawah tanah. Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil yaitu
Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7 m dan Batang
Sianok dengan lebar 12-15 m serta Batang Agam di wilayah kota
dengan lebar 5-7 m. Sepanjang perbatasan sebelah barat Kota
Bukittingei dengan Kabupaten Agam membentang ngarai yang disebut
dengan Ngarai Sianok, dibawahnya mengalir sungai Batang Sianok.

Demografi
Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agamsa islam
yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakat yang
mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan
kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi
di dalam tata kehidupan. Sampai saat ini Bukittinggi telah menjadi
kawasan urban, namun secara budaya masyarakat masih memegang
teguh adat istiadat vang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari
dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau “Adaik Basandi
Syara', Syara' Basandi Kitabullah” sangat menonjol. Kaitan budayva
dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan “Syara’ Mangato Adaik
Mamakai®. Hal tersebut terlihat dari banvak dan semaraknya kegiatan
vang berbau keagamaan dan sudah mengentak dalam bentuk
kegiatan budaya seperti khatam Qur'an dan perayaan hari besar
islam. Saat ini dengan adanva gerakan kembali ke nagan maka
kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan
semakin menguat.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bukittinggi jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah
138.534 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,9 % per
tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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F. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-
pusat pelayanan ([sistem pusat pelayanan) dan sistem jaringan
prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan
skala kota dan mengintegrasikan wilavah kota. Rencana struktur
ruang wilayah kota merupakan kerangka sistemm pusat-pusat
pelavanan kegiatan kota vang berhierarki dan satu sama lain
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilavah
kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;

2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota vang
sesual dengan fungsi jaringannya guna menunjang keterkaitan
antar pusat-pusat pelayanan kota; dan

3. Sebagai dasar penvusunan indikasi program utama jangka
menengah 5 (lima) tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam
rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;

Dayva dukung dan dava tampung wilayah kota;

Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW Nasional dan
rencana rincinyal, rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW
Provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten /kota yang berbatasan.

e b

Pusat pelavanan kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan pusat-pusat kegiatan yang kewenangan
penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi vang berada di wilayah kota bersangkutan;

2. Memuat penetapan pusat pelayanan kota, subpusat pelavanan
kota, serta pusat pelayanan lingkungan kota;

3. Harus berhierarki dan/atau berjejaring di dalam rueng wilayah
kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem pusat
pelayanan; dan

4. mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi wilayah kecamatan
yang berada dalam satu wilayah kota, yang meliputi pusat layanan
dan peletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang
keterkaitan antar pusat pelayanan.

Untuk peta struktur ruang Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar
2.2 berikut:
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Gambar 2.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bukittinggi
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G. Pola Ruang
Pola ruang merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Kota
Bukittinggi dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan
potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian
atau nonpertanian. Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggl sendiri
didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu:
1. struktur ruang vang dikembangkan;
2. evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan; dan
3. kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan

perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan

kawasan lndung dan kawasan budidava sebagaimana ketetapan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990

dengan batasan sebagai berikut:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama
melindungl  kelestarian  lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budava
bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potens
sumber dava alam, sumber daya binaan, dan sumber dayva
manusia.

Dalam menveimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan
(supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan
perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor
dengan kebutuhan ruang dan potensilitas sumber daya alam vang
berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang
berkelanjutan. Rencana pola ruang wilavah Kota Bukittinggi
merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah vang
meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rericana pola ruang merupakan salah satu komponen utama dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi untuk
mengarahkan pemanfaatan ruang secara terstruktur, terintegrasi, dan
berkelanjutan. Secara konseptual, pola ruang didefinisikan sebagai
distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan mempertimbangkan
dava dukung dan daya tampung lingkungan serta dinamika sosial-
ekonomi masyarakat,

Dalam perspektif perencanaan wilayah dan kofa, penyusunan pola
ruang tidak hanva bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan,
tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan
pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan [sustamable
development), vang menekankan integrasi antara aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan ruang. Untuk mengetahui
dengan lebih jelasnya mengenai Rencana Pola Ruang Kota Bukittings
dapat dilihat dengan lebih jelasnya pada gambar 2.3 berikut ini.:
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Gambar 2.3
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi
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PROFIL SANITASI

Berdasarkan definisi global Akses Sanitasi (air limbah domestik] yvang
diadaptasi ke dalam RPJMN dalam rangka peningkatan akses dan untuk
mewujudkan layanan sanitasi yvang berkelanjutan demi tercapainya
derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyvarakat dapat
menjadi  lebih  produktif, perlu dilakukan pengembangan sistem
penigelolaan air limbah permukiman vang ramah lingkungan dengan
dukungan berbagai aspek, baik teknis maupun nonteknis.

Dalam RPJMN, pemerintah telah menetapkan target pada pengelolaan
sektor air limbah domestik yaitu sebesar 0% rumah tangga yang
mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka
serta 90 Akses Layak Air Limbah, termasuk diantaranye adalah 15%
Akses Aman.

Air Limhah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bukittinggi saat ini secara umum
bisa dikatakan masih belum baik. Sebagian besar masyarakat Kota
Bukittingsi sudah menggunakan sistemn pengelolaan air limbah setempat
berupa jamban keluarga dengan dilengkapi tangki septik yang lavak
dengan menggunakan sarana individu dengan akses layak, Di Kota
Bukittinggi belum memiliki IPLT sendiri sehingga masih belum bisa air
limbah dikategorikan dengan akses aman. Masyarakat Kota Bukittinggi
fjuga masih banyak vang menggunakan jamban dengan kategori belum
layak dan sebagian kecil masyarakat masih ada vang belum
mendapatkan akses jamban yang lavak.

A. Sistem dan Infrastruktur

Secara umum sistem pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi
Sistermn Pengelolaan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T) dan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S).
Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dapat
diartikan bahwa pengolahan air limbah dilakukan pada lahan yang
tersedia di rumah tangga penghasil sumbeér air limbah tersebut.
Teknologi yang digunakan untuk sistem setempat individu umumnya
berupa tangki septik. Tangki septik yang digunakan harus memenuhi
kriteria perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2002
tentang tata cara perencanaan tangki septik. Sistem pengelolaan atau
pembuangan imbah domestik ini terbagi dua, vaitu:

1) sistern individual: tangki septik, MCK; dan

2] sistem komunal yang terdiri dari 2-10 RT.

Sistern pengelolaan air limbah domestik setempat adalah sistem
pengelolaan air limbah di suatu perkotaan dimana sebagian rumah
tangga menggunakan sistem setempat yvang berupa tangki septik.
Pengelolaan air limbah domestik perkotaan sistem setempat terdiri
dari 5 (lima) komponen yaitu:

1) Buangan air limbah domestik dari hasil kegiatan rumah tangga
seperti dapur, kamar mandi, tempat cuci, dan WC;

2} Penampungan dan pengolahan air limbah domestik dalam sarana
tangki septik vang kedap dan sesuai SNI;

3) Penyedotan lumpur tinja secara berkala menggunakan jasa
penyedotan resmi yang diakui atau terdaftar pada pemerintah
setempat. Penyedotan lumpur tinja umumnya dilakukan 3 tahun
sckali;
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Transportasi lumpur tinja ke IPLT (instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja) untuk diolah lebih lanjut. Transportasi lumpur tinja harus
memenuhi standar vang menjamin tidak terjadi tumpahan atau
ceceran lumpur tinja selama perjalanan ke IPLT; dan

Pengolahan lumpur tinja di IPLT sesuai dengan SOP (Standard
Operating Procedure]. Sistern Pengelolaan Air Limbah Domestik-
Terpusat (SPALD-T) merupakan sistermn pengolahan atau
pembuangan limbah domestik dengan cara menyalurkan air
limbah vang dihasilkan ke suatu tempat pembuangan vang aman
dan tidak mencemari lingkungan. Sistem terpusat terdin dari
skala permukiman, skala kawasan tertentu, dan skala perkotaan.

Idealiva sebuah tanglki septik harus dilakukan pengurasan/
pengosongan setiap 3-4 tahun sekali. Pada prinsipnya, lumpur tinja
perlu dikeluarkan dari dalam tangki septik secara berkala. Jika tidak,
kakus dapat terganggu fungsinya dan kemungkinan pada akhimya
akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk capaian akses
air limbah domestik saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Akses Air Limbah Domestik
ihin o 1
Wilayah Prrkotaan
A | Alises Aman o 0,00
B | Alesies Layak
o Alcses Lavak Individual o 76,00
. Ahnn Layak !{nmqnnl e 0,85
o Layak® % E
D | tempat % | 000
E | Persentases BABS di Tcmpat Terbuka B 0,00
Wilaviah Perdesaian (Bukittinggi tidak punya P:ttmnnj
A | Akses Aman ns
B | Akses Layak
» Abks=es Layak Indhiduil ok
+ Akses Lavak Komunal %
s Akses Layak Khusus Perdesaan %6
5] ot « [
LDy L' -
E | Persentase BABS di Tempit Tt:rhulm % -
Total 9% 100 00

Sumber Instrumen SSK Kotn Bulhittinggi, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian akses aman untuk
keadaan eksisting saat ini adalah 0%. Ini artinya bahwa belum ada
akses air limbah yvang memenuhi kriteria aman dimana jamban milik
sendiri/rumah tangga sendin dengan bangunan berupa leher angsa
vang dilakukan penyedotan pada 5 (lima) tahun terakhir, Sedangkan
untuk wilavah pedesaan Kota Bukittingi tidak memilikinva.
Sementara untuk akses layak Bersama/komunal di Kota Bukittinggi
saat ini adalah 0,85 % yang artinya terdapat masyarakat yang masih
menggunakan akses sanitasi bersama pada rumah tangga tertentu.
Bisa jadi hal ini karena ikatan persaudaraan atau hanya sekedar
tetangga. Untuk sarana pengangkutan SPALD-Setempat dan atau
informasi tentang samna pengangkutan yang dimiliki oleh Kota
Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.3
Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat

= Satuan  Jumlah |
1 Jumlah truk tinja/motor/kedoteng Unit 0
2 Kondisi -
3 Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng m 0
4  Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT m*/ hari 0
- Jumiah truk tinja /motor/kedoteng vang membuang s
5 lumpur tinja ke IPLT Truk/ luri 0
6  Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinga RT/hari 0
Swasta . g _
| Jumlah truk tinja/motor/ kedoteng Unit 0
2 Kondisi Rusak/Beroperasional
3 Kapasitas tangki truk tinja / motor/kedoteng m? 0
4 Volume lumpur tinja yang dibuang ke 1IPLT mfhari 0
5 Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT ~ Truk/ hari 0
6  Rata-rata RT terlayani lumpur tingi RT/ hari 0

‘Bumber: Instrumen 85K Kota Bukittingel, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 Subsistern Pengangkutan SPALD-Setempat
Kota Bukittinggi belum memiliki sampai tahun 2024 hal ini salah
satu upaya agar pada masa vang akan datang setelah terpenuhinya
akses aman akan dapat meningkatkan Subsistemn Pengangkutan
SPALD-Setempat, sehingga untuk dokumentasi yvang seharusnya
dapat disajikan dalam dokumen ini belum dapat terpenuhi.

Tabel 2.4
Ketersedinan Armada Truk Penvedot Tings

|
" Tidak ada Truk Penyedotan Lumpur Tinja | Tidak ada Truk Penyedotan Lumpur Tinja
Sumber: Data Kata Bukittinggs, 2025

Sedangkan untuk ketersediaan armada mobil sedot tinja Kota
Bukittinggl belum memiliki mobil sedot tinja. Besar harapan terhadap
kota Bulittinggi agar dapat memiliki truk sedot tinja pada tahun
berikutnya. Untuk sistem pengolahan setempat (SPALD-S) skala
perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Stibsistem Pengolatinn Lumpur Tinja (SPALD-Setemipat)
IR | PLT
No wm '|' - "3
I Mama IPLT Tidak memiliki IPLT
2 | Status aset Belum Diproses
3 | Kapasitas IPLT ma/huri Tidak sada
4 | Tahun Pembangunan Tiduk sda -
5 | Tahun Rehabilitasi Tidak atda -
6 | Wilayah Cakupan Peluyvinan Titdak ada
7 | Wilayah layanan terdekst Tidak ada
8 | Wilayah layanan terfauh Tidak ada
Deskaipsi IPLT
| | Sistem yang digunakan Tidak ada
2 | Kondisi IPLT Tidak ada




T =

3 | Kualitas EfMuen Tidak ada
Fasilitas pendukung
i [sumber air, pagar, jalan} Tidak.nda
5 | Kondisi jalan akses Tidak ada
T
¢ Instrumen S5K Kotn Bukittmggi, 31025

Tabel 2.6
Gumbar IPLT Kota Bukittinggi

Gambar IPLT tidak tersedia Gambar IPLT tidak tersedia

Sumber: Data Kota Buldttinggg, 2025

Dari kedua tabel diatas yaitu Tabel 2.3 dan Tabel 2,5 tampak jelas
bahwa IPLT belum ada di Kota Bukittinggi, otomatis dokumentasinya
juga belum dapat ditampilkan pada dokumen ini. Direncanakan IPLT
dibangun tahun 2025 setelah segala persyaratan untuk pembangunarn
dirampungkan. Namun demikian jika readyness eriteria belum dapat
terpenuhi, pembangunan IPLT dapat ditunda pada tahun berikutnya
vaitu 2026 atau 2027, Begitu juga Untuk infrastruktur air limbah saat
ini juga belum ada di Kota Bukittinggi seperti IPAL yang menunjang
kinerja pengelolaan air limbah domestik terpusat baik untuk skala
permukiman maupun skala perkotaan, hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 2.7
Subsistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

’E— s

m

Keterangan: Tidak Ada sarans sub-sistem laydanan dan penjgolabun SFHLD-T@H:’II.I‘. i Kotn Bu‘laﬁtnmr

Karena |PLT masih belum ada di Kota Bukittinggi tahun 2025 imi
maka untuk tabel diatas masih belum ada data vang dapat diisikan.
Sementara untuk peta cakupan layanan SPAL saat ini ada 1 (unit)
unit IPAL yang belum pernah difungsikan di Kelurahan Belakang
Balok. Karena hal itu di dalam peta dicantumkan lokasi tetapi data
tidak ada. Begitupun saat ini cakupan layanan SPAL di kota
Bukittinggi didominasi oleh SPALD setempat. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada peta berikut ini:
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Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target
RPJMN 2024-2029. Target layanan air limbah domestik dalam
RPJMN 2024-2029 vaitu: Praktek BABS (Buang Air Besar
Sembarangan) 0%, tercapainya layanan 90% akses layak dimana
didalamnya termasuk 15% akses aman. Sementara target yvang
dibebankan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk lavanan air
limbah domestik adalah BABS 09, Akses Layak sebesar B5% dengan
9% Akses Aman didalamnya.

Gap capaian akses air limbah domestik di Kota Bukittinggi terhadap
target RPJMN dan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan target RPJMN 2024-2029

!!: T
| fl!ﬂllli_ |I Tuzget 2020 (%) .
1| Alses Aman 15%: 9,0k 9,0%,
2 | Akses Layale LTy DN B5.0r% 100, 0%
e v
Leseliwienn [Thckale e oL 0,00 TO.0% 760k 14,074 A0
Termasull Aman)
b) Akmes Layak g e : :
s e e % 1, 0,8% 0.2 0,2%
£) Aksen Layak
Kinisis Poctlesann . . 0 0.0% 0,0% 0,0%
(alee: Alane [ R ot i . 0" 0,0 \
Cubluk) _
3 | Akses Belum Laynk* o 0, 0% 0,0% 18,0 23,1% 1% 5, 1%
4 | BABS Termtup 0,0% 0. i 0,Fn 0,0, 0,08 0,00 0,07
5 | BABS di Tempat = _ —
| Terbuaia 0% 0,09 0, 0% 0,0% [T 0.0% 0,07

Sumber: Instrumen SSK Kota Buldttinggl, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat GAP
terhadap target jangka pendek untuk sektor air limbah domestik
dimana 2% GAP untuk akses sanitasi aman, untuk akses individual
(tidak termasuk aman] sebesar 3% dan 0,2% untuk GAP layak
bersama. hal im dapat terjadi karena masih kurangnya sarana
utilitas untuk sektor sanitasi sehingga masih banyak masyarakat
yang sudah memiliki tangki septik tetapi tidak melakukan
penyedotan.

Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting, data dan informasi
mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang ada di
Kota Bukittinggi vaitu sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tabel Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

] ANALISIS REBERFUNGSIAN
SPALD-S

1 | Kapasitas penguunnin (utilation capacity) [PLT T % | o0k




0

ANALISIS REBERFUNGSIAN

2 | Kapasitos penggunasn (utilization capacity) truk %o 0,0%
3 | Kapasitas angkut tethadap IPLT (desain) % 0,05
4 | Kapasitas IPLT terhadap total ramah tangia % I 0,0%
5 | Kapasitas truk tinja terhadap t total rumah tanggn % [ %% T 0,0%%
qmu: T
1 | Impasitas pmpgumm _[I’ﬁ]. DSl-mla P!:rknl;nnn ) i 0,0%
2 | Kapasitas penggunaan [PAL- D Skala Permulkiman | % 0,0%
3 | Kapasitas penggunaan [PAL-D) Siala Kawssan Tertentu | % 0,0%
Sumber: nstrumen SSK Kota Bubittings, 20015

Berdasarkan tabel di atas telah dijelaskan sebelumnya bahwa
kapasitas penggunaan I[PLT sampal saat ini baru mencapai 0%
karena memang belum ada IPLT di Kota Bukittinggi sampai saat ini
sehingga untuk angka-angka didalam tabel belum dapat diisikan
melebihi dari 0%,

Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dengan melihat hasil Rantai Layanan Air Limbah Domestik di atas kita

dapat melihat gambaran umum antara lain:

a. Tingkat akses dan cakupan layanan air limbah domestik saat ini,

b. Gap akses saat ini terhadap target akses air limbah domestik di
Tahun 2025; dan

¢. Menetapkan kondisi/keberfungsian subsistem komponen air
limbah domestik vang ada di Kota Bukittinggi saat ini.

Tingkat akses dan cakupan layanan air limbah domestik antara lain
yang dideskripsikan dalam rantai layanan di bawah ini antara lain
menggambarkan persentase masyarakat di Kota Bukittingg dimana
persentase rumah tangga dengan kondisi akses belum layak,
persentase rumah tangga vang terkoneksi dengan IPALD permukiman
atau IPAL perkotaan. Gap akses merupakan persentase selisih
antara kondisi saat ini dengan persentase target layanan pada
Tahun 2026. Gap inilah yang akan menjadi fokus Pemerintah Kota
Bukittinggi di dalam upaya untuk meningkatkan akses dan
meningkatkan layanan pengelolaan air limbah domestik sesuai yang
diamanatkan dalam RPJMN 2024-2029.

Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (tangki septik
individual, MCK Komunal, IPAL permukiman, IPLT, dan lain-lain| vang
ada di Kota Bukittinggi jika digambarkan dalam rantai layanan
sebagai berikut:
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Gambar 2.5

Rantal Layanin Air Limbah Domestik Kota Bukittingsi

Dari rantai layanan sama halnya seperti vang telah dijelaskan bahwa
terlihat bahwa akses belum layvak untuk sektor air limbah Kota
Bukittinggi adalah 23,2 % dan akses layak 76,9 %.

B. Kelembagaan dan Kebijjakan/Peraturan
1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Untuk lebih terarah dan terkelola dengan baik setiap sektor
kegiatan pada suatu kota perlu adanya sistem kelembagaan vang
terorganisir agar tidak terjadi kesalahan wewenang dan kebijakan
baik di tingkat pemerintah ataupun di tingkat masyarakat. Begitu
juga dengan sektor air limbah periu adanva kelembagaan vang
dapat mengelola hal tersebut.

Untuk lebih jelasnya pemetaan kelembagaan sektor air limbah
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Daftar [pemetaan) Dinas/Badan /Lembagn Daerah Pengelolaan Ajr Limbal
| pasman — e L
PERENCANAAN = =
menyelengraraioan funge | o Peromosen eehijaken tekmin di hidang Perencanansn, Pengembangan dan Peneldition
PROVIAE Bnanan *  Petiyusunen dan pelakesnain bideng Jelifalon bideng perencanonn, TPenediting dan
pemerintabing bideng Prmpembangan
'Pﬂemmmlmhdnu =  Penhinaan Pesgaunsan dan pergendabinn kegintun dan penggunsen anggeren bidang
ripet darn novasd perencanann, pennkitinn dan pepgembangan.
mnnyelenggarakan o  Perumiian rendcann strategin, rencnnn kerja dan penietapan ldnerja Peranglat Duerali
wrasAn pemerintahon »  Prmibnnann terbiliep  perwlatasn, pi:rmrmtm:. petiveduan pemiiayaarn,
bidung pelerjhon wmum pembenlyaan, bntuan, pesantaian dan evalins mmhwnumdmmahm
ifan peratann Tuang, s Pembinsan terhodnp pendiinsn dan  perenonnoan, dan’ peninghkatan
bidang perumahan dan m:ummmmmmmmmmm
sy perees ubeimmm vwnann permtulkdnun.

ilmn hd-lnl perimnahan




'PENGADAAN SARANA

| Pelukmnonn peogaturan, peminnaan, pengawmsan, pengendahon Kegiatan penatsan
| bangunan dan lngkuspun, bangunan gedung, prosorna don ssimes eir minum don
santithm periotann

Pembinuan terhalap pendatonn dan perenennnan, pencegahan din peninglatan Kualitas
perumnhem kumuh den permukiman kumoh, pemanbatan den pongendolion. kawasan
permiukimsn

e =
st pemeritabam

iy pekerann umum
g :

M&-mmpnpﬂuan_punhhmanpw pm.uﬂh!iluk:ﬂiunpumm
bengunen dan lingkungen, bangunan gedung, prusarana dan swana sir mioom den
sanitas petlotann

dom prostani Fusog,
bidang perumahan dan
kawnsan permukiman
dlari bildiang pertanidu
menyeienggarakan
urtasady pestieramialinn
bifang pelosrjian umum
don penataan roang,
biebinig perumalbuens don
limwrainan perdialaman

o bidmng prrtanat

bidomy leeselustan

Pelaksannan pembinain, pengawasan dan pengendalian Kegintan dan  peogioinaisn
anggaran dnng Pelerinan Umum Penstaasn uang

| Pembinaan wﬂmmmm wmmwmun'
perumaban bumuh den pormuldoin kumuob, pemanfinton dan pengendalian Kawasan:
permulibman.

Putmumkﬂﬂnkmdﬂ&mhmhmmm pencegahan dan pengendalinn
|pm,_wkn, pelayanan kesehninn, kefurmastan, alat leschatan dan perbekalan kesehatan
rusiah tanggs serta sumber daya keschatnn

mnw&w
urusan pemeria=han
bidung peleerpuen womom
don pmatsan Tuang,
bidung perumnbon dan
lorwanan permuloman
sdan biduog pertanahan

Hﬂmﬂﬁ ﬂﬁﬂ‘ EVALUASI

| Hnﬂhmdm :rn.l:uutmlln;mlmrmmuum diass petatans ring

mrnrth!::nl ko
i ke pemerintnban

blidang pelerjnan umum

Penigelolian data dan informas, momtoring dan ovalussl penvelenggaruan dibidang
prerumahan,

| Pemantanan, evatuns dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdaynan

mmmkn g i kesshatan ibe dan ook, kesshatun wsis predulnf dan lanjut usis,

kesehatay kedjn, olubragn dan keechatan jivm, tats leloln keschaion masyarakat,
Inboratoriuzm  kewchutin mosyncakat  dan  kesehatan tmdisionnl, pembisyasn dan
jaminan keschatnn

Sumber: Pukja PHP Kota Buldningel Tahun ®A5

Dari tabel diatas terlihat bahwa Perangkat Daerah yang sangat
berperan dalam sektor sanitasi sektor air limbah di Kota
Bukittinggi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
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ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang
pertanahan, bidang kesehatan dan yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan hidang Perencanaan dan
bidang riset dan inovasi. Masing-masing Perangkat Daerah
tersebut punya peranan tersendin dalam pengelolaan sanitasi.
Mulai dari Perangkat Daeral yang berperan dalam perencanaan
sampai Perangkat Daerah yang berperan dalam monitoring dan
evaluasi dalam sektor sanitasi setiap tahunnyva. Kemudian untuk
fungsi Perangkat Daerah vang terlibat kemajuan sektor sanitasi
di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

| ;‘il;__l:r i ZZ_ -_l_i: i Il-i. e ?
= Ik J____ ksl /Biduog pads | yorp gy | D dan

PERENCANAAN

Menvusun target pengelolaan air | menyelenggaralom urusan
limbah domestik skalin pemenntahan bidang
kitbupaten/ lota pekeciang umtien dan.

Menyusun rencana program air | menyelenggaralim urisan
limbah domestik dalam rangka | pemerintahan bilang
pencapalian tergel pekerjaan umum dan

PENGADAAN SARANA - - [
Menyedinkan sarana mrnteknuzwnhn urisan
pembuangan awal air imbah pemerintalinn bidang
domestil | prikerjpan wmum dan
pruataan nuang, bidang - .
perumahien dim Rawnmsn
permudomunn dan bidang
s
Membangun Sarsna menyelengarakan unsan
pengumpulan dan pengolahan P'*Pﬂmmﬁmuhmumhﬂwm
wal {tangki tik :
awal {tangki septik) e _ i
perumahan dan kawasan
petmukiman dun bidiang
Menyedinlmn sarana mmynimm-km urisn
pengangkutan darl tangki septik | pemerintahan bideng
ke TPLY {rruk tinja) pekeriann umum dan
penataan roang, bidang .
perumablan din kKinwasan
permnulcimiin dan bbdeng
portaraham

Membangun jaringan atan menyelenggarakan urtisan
saluran pengaliran imbah dard pemenintahnn bidang
sumber ke IPAL (pipa kolektor) | pekerjam umum dan

atau IPAL pemerintaban bidang




PD dan
Dinan/Buodan UPTD/BLU sebaguinya
PERGELOTARN pertanshan
;M e o beain iﬂ..
e :i'ltuﬂ'l i san
: :
penvedotan lumpur tinjs pemerintahan bidang

| Mengelola 1PLT

‘Mengelola PAL

Melakulean penarilen retribusi
penvedotan Tompu tinja:

Memberikan lzin usahn menyvalengEarulcm urnisan
pengelolaan dan atau pemerntahan H;:
je | peleorinan amam
penyedotan air limbak domesti ) )
perumabon dan mwnsan
permmuildman dan hidang
frertanahn
Melakukan pengecekin menyelerggaralcan urisan
kelengkapan utilitas teknls pemermtihan bidang
bangunan (tangld septik, dan pelcerjamn wmum dan ‘
saluran drainasc perkotaun) penainan m:“_:*m -
dalum pengurusan IMB ”'.“ “”"“! i dam bid
pertatihan
PENGATURAN DAN PEMBINAAN B
Mengatur prosedur penyediaan menyelenggaralan urusan
layanan air limbah domestk wﬂmlﬁm Hm
|[pengangkutan, personil, erjRAn umum
T Fritkang 2
peralatan, dll) ﬁ‘“"‘“ ;“_f-m
permukiman don bidang
pertanahan
Melakukan sosialisusi peraturan | menyelenggarakon urussan
dan pembinaan dalam hal prinenntahan tulﬂ;::
i LT
prngelolaan air limbah domestik Pd‘mm e )
perumahan dan knwasan
permulioum dan bideng
pertaniahan
‘Memberikan sanksi terhadap mmwhrﬂm urusn
pelanggurun pengelolsan air pemenntahan bidang
Hmbiah domes lingkungan hidup dan bidang
2 ketenteramnn, ketertthan =
umnum dan perlindungan
magyarnimt suburasan




Melakukan monitoring dan menyelenggarukian urusan

evaluasi terhadap capainn tnrget | pemerintalian

pengelolann air limbah domestik | pelegiaun umum dan

skalp Kahupaten/Kota pcamtin. ‘"-“‘dm‘i- bidarug
permnkiman dun bidang
pertanabin

Melokulan monfloring dan mienyalengrarakan unisan

evaluasi terhadap kapasitas pemenntaban hdang

infrastruktur semna pengelolaan m umum dan

gir limbah domestic '“"m‘ﬂ- Liding
permdaming dan bideng
pertanahan

Melakulkan monitoring dan menyelen graralimn urusan

evaluasi terhadap efektivitas pemenniahan budang

layanan air imbah domestik, priterjian m tlan

dan atau menampung seria prevsatiian bidang -

mengeloln keluhan atas layanan w= dﬂnml “

alr limhah damestik pertanahan

Melakukan monitoring dan menyelengraraloan wrusin

evitlunsi terhadap buku mutu gir | pemenntalin bidang

limbsh domestik peleerpunm umum dan
penatian ruang. bidang - -

dian Knwasiin

promukiman dan. bideng

prrianahan
Sumber: Polga PKP Kota Bulattinggi doan Perwako SOTK, Tahun 2025

2. Kelembagaan Masyarakat
Untuk pemetaan pengelolaan kelembagaan masyarakat tidak ada
di Kota Bukittinggl karena memang fasilitas air limbah domestik
belum ada di Kota Bukittinggi sampai tahun ini, sehingga
pelibatan masyarakat dalam kelembagaan juga belum dapat
diisikan pada tabel yang tersedia berikut ini:

Tabel 2,12
Data Lembagn Pengelola /kelompok Masyarakat dalam pengelolaan air limbah
Tehun 2025

Tidak Ada

Sumber: Poiga PRP Kota Bulattingg, Tabun 2025

3. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah
Selain pemerintah daerah, sebaiknya ada beberapa pemangku
kepentingan yang memiliki potensi kuat terlibat dan mendukung
dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan
kewenangan dan kemampuannya dapat dilihat pada Tabel 2.11a
dan Tabel 2.11b berikut:
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Tabel 2.13a

Pemetaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan air limbah

Angeota Legislatif - Legisinsi - Tim anggaran terkait alokasi
- Penpganggaran ABD
-  Pengawssan - Dana aspirasi vang hisa
diarahkan untuk mendukung
pengelolann air imbah
Pengusaha/Swasts | . pelnkesanakan tan - Penyedinan fasilitas
jawnb sosinl prmﬂm pengolahan air limbah dalam
(CSRy ranghka penuntasan akses air
! - Mendapatkan Proper limbah
BUMDes ]| -
Lembaga atau badan
di luar Pemerintahan: |
* Baznas
Organisas i
Kemasyarakatan:
e Yayasan [BKM/
KSM/LSM/PKK/
Koperasi dil): -
« Forum
Komunikusi Da’'l
Sanitasi
Tokoh Masyarakal |-  Melaksanakan sosialisasi 1= Mengedukasi dan
program mensosialisasikan kebijakan
dan program pengelolaan air
limbah domestik

Sumber: Pokja PR Kota Buddttingi, Tahiin 2025

Tabel 2.13b

Kontribusi, keterlibatan dan pengamih Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah

Daerah dalam pengelolaan air limbah

e Kentribusi Legitimasi lnwlirﬂ{-h ,
 Anggots = Alokasi usulon Linctang- Ya/ Tidak
Legisiarif terkait undeng

pengelolaan air Nomor 17

| limbah dalim Tahun 2014
AFBD tentang DPR

* Pemanfaatan

dani aspiras
vang bisa
diamhkan
untuk
mendukung
pengelolaan air

limhbah
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Pengusaha/ = Penyedinan Undang- Rendah Tinggl Ya/Tidak
Swastu: fasilitas undang Nomur,
pengolahan alr 40 Tahun 2007 |
limbah dalam tentang
rangka PeErseroan |
penuntasan akses  Terbatas
adr lirnbah
Lembagn atau = Pemanfaatan Fatwa MUI | Sedang Sedang Ya/Tidak
Badnn di Luar dann ZISWAF Nomar
Pemerintah: | untuk program 001/ MUNAS-
afr minum dan IX/MUL/2015
- BAZNAZ saart itmsd. Tentung
Pendayigunaan
Hars Zakat,
Inkaq, Sedekuh,
dan Wakal
untuk
Pembangunan
Barana Air
Bersih dan |
Sanitasi untul
Masmyarakal
Crganisasi = Advokasi dan - Tinggi | Sedang | Ya/TFdak
Kempayarakatan komunikasi
- Yayasan/KSM/ sunitasi
BEM /PKK/ |
Koperas] dll: |
- LSM Stabil ‘
Pergurian + Advokasi dan ] = . Hendah Sedang | Ya/Tidak
Tinggl komunikasi
& Pertulcoran ] ‘
Aan I
Sumber; Pokjn PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025
Keberadaan para pemangku kepentingan tersebut dengan

kapasitas dan peranan masing- masing yang berbeda tentu saja
sangat diperlukan dalam pembangunan pada masa sekarang ini.
Karena pada dasarnya meskipun pemerintah berada pada satu
posisi vang paling dibarapkan untuk melaksanakan sebuah
pembangunan (fisik dan nonfisik), namun kita juga mengetahui
bahwa pemerintah pun mempunyai keterbatasan sumber daya
sehingga peranan dan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha/swasta sangat diharapkan untuk mendukung
pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Regulasi
Selain pemetaan untuk pemangku kepentingan, pemetaan urtuk
regulasi juga sangat perlu diperhatikan karena tanpa adanya
regulasi niscaya kegiatan yang akan kita lakukan tidak punya
kekuatan hukum. Oleh karena itu untuk pemetaan aspek regulasi
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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2.2.2 Pengelolaan Sampah 49.170,54

Timbulan sampah perkotaan dapat ditentukan oleh beberapa faktor
antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang dipergunakan
penduduk dalam kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya.
Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi (DLH) tahun
2025, total timbulan sampah Kota Bukittinggi sebanyak 134,72 ton/hari
di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan vang meliputi
penanganan dan pengurangan sampah. Undang-undang ini sekaligus
juga mengubah paradigma lama dalam pengelolaan sampah (kumpul-
angkut-buang) menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu
dari mulai pencegahan timbulnva sampah pada saat proses produksi,
mengurangi timbulan sampah pada setiap kegiatan dan mengelola
sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah secara konvensional dengan cara ditimbun di TPA

pada praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan vaitu antara lain:

|. meningkatnya  kebutuhan lahan untuk TPA yang semakin
sulit dan semakin mahal akibat tidak dilakukannya proses
pengurangan sampah; dan

2. menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan lingkungan yang
diakibatkan oleh pencemaran air cairan lindi [leachate) dan potensi
timbulan gas metana {methane) apabila tidak dikelola sesuai dengan
standar teknis yang semestinya.

Kebijakan pengelolaan sampah nasional sudah ditetapkan pemerintah
dalam RPJMN 2024-2029. Melalui kebijakan tersebut diamanatkan target
yang hendak dicapai dalam pengelolaan sampah nasional yaitu 100%

pengelolaan sampah di perkotaan yang terbagi atas B0%
penanganan / pengangkutan dan 20%  pengurangan. Kegiatan
pengurangan sampah vang dapat membantu mengurangi beban TPA pada
umumnya dilakukan di sumber/penghasil sampah vaitu di tingkat rumah
tangga dan umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang berbasis
masyarakat. Selain itu, pengurangan sampah juga dapat membantu
mengurangi peralatan yang digunakan seperti peralatan pengumpuian
dan pengangkutan hingga mengurangi biaya operasional.

Kegiatan pengurangan sampah vang dapat membantu mengurangi beban
TPA pada umumnya dilakukan di sumber/penghasil sampah yaitu di
tingkat rumah tangga dan umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang
berbasis masvarakat. Selain itu, pengurangan sampah juga dapat
membantu mengurangi peralatan yang digunakan seperti peralatan
pengumpulan dan pengangkutan hingga mengurangi biaya operasional.
Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah,
daur ulang sampah hingga kegiatan pemanfaatan kembali sampah atau
vang lebih populer dengan istilah 3R (Reduce, Recycle, and Reuse).

Sedangkan penanganan sampah terdiri dari serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara sistematis, mulai dar:

1. Pemilahan:
pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,
jumlah dan/atau sifat sampah;
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Pengumpulan:

pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke
tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah
terpadu;

Pengangkutan:

membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan
sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu
menuju ke tempat pemprosesan akhir;

Pengolahan:

mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
Pemprosesan Akhir Sampah:

Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan
sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

. Sistem dan Infrastruktur

Sumber sampah di Kota Bukittinggi terdiri atas pemukiman/
domestik maupun nonpemukiman/nondomestik. Sumber sampah di
Kota Bukittinggi rata-rata masih belum melakukan pemilahan.
Pewadahan vang disediakan cleh pemerintah berupa TPS (Tempat
Penampungan sampah) berbahan plastik, kayu, batu dan kontainer.
Hanyva TPS berbahan plastik yang menerapkan pemilahan sampah,
yakni sampah organik/sampah basah maupun sampah
anorganik/sampah kering. Meskipun sudah dipisahkan wadahnya,
namun hasil pengamatan di lapangan sampah masih dalam kondisi
tercampur. Beragamnya sumber sampah Kota Bukittinggi, maka
pihak pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan
penyebaran TPS. TPS kembar diletakkan di jalan utama dan fasilitas
umum yang identik dengan keramaian. Sementara itu lokasi
penempatan TPS kayu, TPS batu dan kontainer di Kota Bukittinggi
biasa dipusatkan untuk melayani suatu kawasan.
1. Penanganan Sampah di Kota Bukittingsi
Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Kebijakan
dan Strategi Nasional (Jakstranas) adalah 100% sampah terkelola
dengan baik dan benar pada tahun 2026 (Indonesia Bersih
Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah scbesar 30%,
dan penanganan sampah sehesar 70% pada tahun 2026.
Berdasarkan hal tersebut saat ini capaian penanganan dan
pengurangan sampah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 2.17
Tabel Capslian Akses Persampahan Perkotaan
No Sistom eclesi “h’;:;u
1 Pengurangan Sampah 7.8%
2 | Penanganan Sampah 87,7%
3 | Sampah Tidak Terkelola 4,6%
Total 100%

Sumber Instrumen 25K Kota Buldttinggi, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penanganan sampah
untuk Kota Bukittinggl saat ini adalah 87,7%. Hal ini dapat terjadi
karena kurangnya angka pengurangan sampah di Kota Bukittinggi
yaitu 7,8%, sementara untuk sampah tidak terkelola adalah



- 40 -

sebesar 4,6 %. Untuk meningkatkan nilai pengurangan sampah
di Kota Bukittinggi sebaiknya dilakukan sosialisasi untuk
melakukan pemilahan sampah pada sumbernyva. Hal ini dapat
dilakukan dengan dibangunnya beberapa bank sampah dan
pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST] serta
Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recyle [TPS3R). Di
Kota Bukittinggi TPS3R adalah rumah kompos, pengelolaan
TPS3R tersebut belum berjalan maksimal dalam menangani
sampah organik. Untuk jumiah timbulan sampah di Bukittngg
dapat dilihat pada tabel di bawah ni:

Tabel 2.18
Timbulan Sampah

No. Deskripsi | Satuan | Jumlah |
(1 2 __ (3) |
L’:‘;;‘;‘““ sexnpirisngh tonfhari | 134,72

a. Perkotaan | tonfhari | 134,72

b. Perdesaan wn/hari | 0

' Data Komposisi sampah 5% ' 100

(apahila ada)

& Organik | Yo | 5598

b, Anorganik % 44,02

Sumber: Instrumen SSK Kot Bulartinggg. tahun 20025

Timbulan sampah perkotaan berbanding lurus dengan
peningkatan jumiah penduduknya. Semakin banyvak jumiah
penduduk, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan imi
akan menyebabkan meningkatnya timbulan sampah di kota
tersebut. Timbulan sampah dapat ditentukan oleh beberapa faktor,
salah satunya vaitu tersedianva sarana dan prasarana yang
dipergunakan penduduk dalam kegiatan sehari-hari guna
memenuhi keburuhannya. Berdasarkan Standar SK. SNI S-04-
1991-03, menyebutkan bahwa spesifikasi timbulan sampah untuk
kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 - 3,25
Itforg/hari atau antara 0,002-0,0024 ton/org/hari. Total berat
timbulan sampah Kota Bukittinggi tahun 2025 adalah 134,72
ton/hari. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Kota Bukittingg
pada tahun 2025 sebesar 138,534 orang, maka timbulan sampah
Kota Bukittinggi sebesar 0,972 ton /org/hari.

Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan
sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan sampai
ketempat pembusangan sementara. Pola pengumpulan sampah
pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Pola
Individual dan Pola Komunal. Pola Individual adalah proses
pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian
diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS] sebelum
dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Sedangkan
Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat
penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk
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sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke

TPA.

Dalam pengelolaan sampah vang terkait dengan pewadahan baik

individual atau komunal di tempat sumber sampah memegang

peranan yang sangat penting, tempat penyimpanan sampah pada

sumber sampah diperlukan untuk mencegah supaya sampah

tidak berserakan vang akan memberi Kesan kotor serta untuk

mempermudah proses kegiatan pengumpulan, sampah yang

dihasilkan periu disediakan tempat untuk penyimpanan/

penampungan sementara samhil menunggu kegiatan

pengumpulan sampah.

Dalam melakukan pewadahan juga seharusnya sudah dilakukan

pemilahan dan penempatannya disesuaikan dengan jenis sampah

yang terpilah, vaitu:

a. sampah organik seperti daun-daunan/sayuran/buah-buahan,
gisa-sisa makanan, dan lain-lain;

b. sampah anorganik seperti plastik, logam, dan lainnya; dan

¢. sampah bahan berbahava beracun (B3) rumah tangga.

No
(1

2

3

Tabel 2.19
Sub-sistem Pengumpulan Sampah
Deskripsi Satuan Jumliah
7/ —— B T
Jumlah Infrastruktur pengumpulan -
Gerobak it Ll
Gerobak Motor o unit | 39
Pick Up o unit | 10
Hecak unit | 0
| Kapasitas angkut total N _'+ n
| Qerobak m3 6
Gerobak Motor B m3 i 58,5
. Pick Up ' m3 a0
Becak m3 0
| Ritase | Rit/hari 1

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Becak Motor (Foro dinmbil; 20 Mer 20024 Bocak motor (Foto diambil: 31 Mei 2024

CGambar 2.6 Sarana Pengumpulan Sampah

Untuk sarana dan prasarana penanganan sampah di Kota
Bukittingg sudah mencukupi untuk melakukan pengangkutan ke
TPA.
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3. Penampun Sementara dan Pen utan

Fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam pengelolaan
sampah adalah tempat dilakukannva pengumpulan sampah
sebelum dilakukan pengangkutan atau pemindahan sampah dari
TPS kelokasi pemrosesan akhir (TPA). Sedangkan pengangkutan
adalah kegiatan pengangkutan sampah dan TPS atau wadah
komunal ke TP3ST atau TPA dengan frekuensi pengangkutan
disesuaikan dengan jumlah sampah vang ada. Untuk jumlah
sarana dan prasarana persampahan vang tersedia di Kota
Bukittingg dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2,20
Subsistem Penampungan Sementam dan Pengangkutan Persampahan
No | Deskripsi Satuan Jumlah
T p— E— a3) (4
1 | Jumlah TPS _ |
Transfer depo . _unmit : 1
PS urit 5
Kontainer 1 it . 4
| Tong Sampah Pejalan Kaki unit | 20
2 | Kapasitas TPS | |
. Transfer depo [ m* | 60
TPS | ‘m? ! 3.7
| Kontainer _ | m L 1195
| Tong Sampah Pejalan Keki | m’ [ 0.2
3 | Jumlah Alat Angkut | |
; Compactor Truk | Uit . 1
Arm roll truck | unit | 4
Dump Truk . unit [ 18
Pick Up unit 0
4 Kapasitas Alat Anghut | .
Compactor Truk m* 8
Arm roll truck 1 m* 24
Dump Truk j m”* 108
_ PickUp .- m? 0
5 __ Ritase Pengangkutan - rit/ hari |

Sumber Instrumen 55K Kota Bukittinggs, Tahun 2025

~ QGambar 2.7
Sarana Pengangkutan Sampah

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa untuk sarana
pengangkutan di Kota Bukittinggi sudah cukup banyak dan
lengkap. Hal ini merupakan salah satu hal posiuf.




e o 050t 080’1 Sumin ineg ozoz 020t wusadki e g el R m&.:ﬁﬁ.ﬁnﬂm
|- L H01) ) ey | §
I b85S L
wopns | et o D00'E 000' Serwn I eroe 1208 e z b b n wecdmg yuwg | &
WP miennp
Il &
AFRGOE0®
Yvpng WEN o 6001 &Rl Bermin Jnwa EEoE 1802 et T AEPE L2001 yudweg quwg | 1
g
ollyg) wuey, |
il [l i1 [ I Tl 3 [ 5] B iz 1 [ I
| laman | e wewag e | IR | i) . ] L T HEmLsLau|
: . WL | ywiwnr |-

usrdwesiag usyRodul WISIHNG
12T PUEL

‘Buiuny ane sesed uBp yemeq Jesed nmied @3umping 1p vpe ued Jesed

(enp) z wep jruedio yedues synposdwsw Jued sodwoy yewrs jun (weus) g yedepia) ueipnway dnpiy usdunyBur]
seulq] yslo eopeqtp Fued sodwey pefusw yedwes Suen inepuaw yepepe wiwedurny (@Fumuny me) ‘soduioy yewns
eped Sucjofiia yisew 1w ey werep Wwie (841 (mes) | mAundwaw (u yees nuadss BRupiping woy yedues ueejoiuad
ayye weywpoSuad euRiEs ynjun [SesiuBioAsp uwduop Ingasip Buues e@nl [un siond eped (ssodwoNIp sasld
‘SEJRQLa) RINph UEdusp nEe wrepn eduvpe

edue; SunsSuepiaq Suwd 188un nyns eped vergeq niEns wsodoyap sesod (eRpe ssiodl] eiunm feyeq ueyeq ipelusw
ynsed yedwes yeqriow ndwewm Jued nned sisiond weisds uvepeundiusw (up 12es undueqip Fuel |84 yedures e
ussasordwad usp weywouad ‘Fuem tnepuad ‘Fuem useuniBuad ‘ueyepwad ‘wendwnduad uweEoy wluuEyEUESYEIP

vedway yengas yeepe [Sdl, (LSdl) npeds) qedueg ueywoiuad 1edwel ueundueqwad usinYEIP $Z0Z UNy®) Bped
OB R|OB LS

-M._._._w.

o




L0 wne ] EROMDNNE Moy S5 UIwnoeu] Lapung

Y AEpLL atudl

WEY AWRLL Hiw I AT
_ fopriussd
g.1ee'sl L1 | uslhis suseelaeg
iiiii o ooy § ool Surkiyn 1nmg] aroe arar seusathig r ot .,tghwn e
LF ot MuuLopuy JoeE | &
(ugsearcd
b wex o o001 (b Tawn 20w 1Z0C 1Z0E onaockzag r ku_ﬂuuﬂh._:.mrm. %ﬁﬂlﬁ.ﬁi
L5 INLEEg L SN
tped
il Bus(n Jnwg [l as0E Wi ndadar Lty e euivew{asps
“ E " e i Rttt A (AN S I 0 F yepne Fund)
£T .00 (BT SIS | L
i o _-El-lnﬂi
Hepn mad 000 oou e Jneg] oEOT oy L=t SOL6e s Suuf)
£F 00 e s
Fumn ornE Lot Iﬂ?ﬂ
Q0T o w ]
png WM 0oL e amiig i aonrini=sa-
EE 00 [Wetanyu | HuNEE
ppuissd
18 b uiurap W] gy
rle'al Lupni Bue
EE o010 _ iﬂ..uﬂ“._ ImyEE
et | e e | M




= -

5. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sampah merupakan tahap akhir dalam sistem
pengelolaan  persampahan yang berfungsi untuk menangani
residu sampah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan melalui proses
pengurangan, penggunaan kembali, maupun daur ulang. Kota
Bukittinggl, pemrosesan akhir menjadi aspek penting mengingat
keterbatasan lahan serta tingginya aktivitas perkotaan vang
berdampak pada peningkatan timbulan sampah.

Pengelolaan pemrosesan akhir dilakukan melalui Tempat
Pernrosesan Akhir (TPA) dengan pendekatan yang diarahkan
menuju sistem yang lebih ramah lingkungan, seperti Controlled
Landfill atau Samtary Landfill. Hal ini bertujuan untuk
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti
pencemaran air tanah oleh lindi dan emisi gas metana. Dalam
mendukung efektivitas pemrosesan akhir, Pemerintah Kota
Bukittinggi juga perlu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu
melalui pencrapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), termasuk
pengembangan TPS3R dan partisipasi masyarakat. Dengan
demikian, beban TPA dapat dimimimalkan dan umur layanan
fasilitas pemrosesan akhir dapat diperpanjang,

Secara keseluruhan, pemrosesan akhir sampah di Kota
Bulkdttinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan,
tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah
terpadu yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan
peningkatan kualitas hidup masyarakar,

Tabel 2.22
Subsistem Pemroscsan Akhir Persampahan
No. Satuan | TPA TPA
- (2) i3 [ _15)
1 | Nama dan Lokasi TPA 0 TPA Regional TPA Kota
" | . I o _Padang
Wilavah Pelayanan ] Kota Kota Padang
Bulattinggl,
Kabupaten
Agam, Kota
FPayakumbuh
dan Kabupaten
— 50 Kotn .
2 Tahun pembangunun 0 , 2009 2007
Tahun Optimalisasi o | 2011 2012
Usin Pakal TPA [tahun) 0 | 15 12
3 | Status aset (pilih salah satu] 0 1: o
4 | Luas lohan efelctl lnnd(ll Hiz 1.5 33
| tersedia . ) .
5 | Luas lahan cefektilandml Ha 1.5 ' 18
| terpakal . | [
H | Sistemn TPA yang digunakan pilih Sanitary | Open Dumping
Landfiil i
7 | Kondisi TPA pilih Heroperasi | i
B | Alat berat: bulldozer, excavator, | Unit Bulldozer: | | Bulidozer: |
| backhoe a
O | Ketersediaan jembatan Unit ada ada
| timbang -
10 | Kondisi Jjalan akses masuk Aspal/ Aspal Aspal
beton atsu
perkrrasan
atau tansh |




. 46 -

. 1 1
No Deskripsi | Satuan J TPA TPA
11 | Jumlsh sampsh yang Ton/hari | 84 16
ditimbun di TPA Kota
| BUKITTINGGI S I - |
12 | Jumlah sampah yang dikelola Ton/hard | 30 : 70

di TPA (direcovery /
dikumpulkan oleh Pemulung,
. pengomposan, lainnya: ...

T

13 | Revovery gus metan {ada/tidak | Gg/hari 0 | 0
ada, jlka ada sehitkan |
| jJumlahnval B | | ]
| 14 | Listrik =~ L Owh/hard | 0O i 0
15 || Pemeriksaan EMuent Llinddl 0 Dilakoukan Dilakukan

[Dilsdeukan, Tidak) [fea
dilakcukan [ampirkan hasilnva

| secaraa rutin (3-6 bulan sekali) | | B | -
Jarak terdekat dengnn aren lem | 2 0
permukiman

Sumber: Instrumen 55K Kom Bulkattingg, 2025

6.

Aktifitas Buang Sampah 4i TPA Bungunan untuk operalor Reglonal

Dari tabel diatas terlihat bahwa kapasitas TPA Regional saat ini
sudah over kapasitas karena 16,72 ha lahan yang tersedia,
dimana lebih dari setengahnya telah terpakai. Pertengahan tahun
2023 juga terjadi longsor di TPA regional Kota Payakumbuh yang
mengakibatkan TPA tutup sementara. Dengan kondisi tersebut
sampah Kota Bukittinggi terpaksa di buang ke TPA Kota Padang.
Jumlah sampah yang ditimbun di TPA adalah sebanyak 170
ton /hari, Akses jalan menuju TPA masih sangat bagus begitupun
dengan bangunan operator yang ada di kawasan TPA masih
sangat bagus. Untuk itu dengan sudah overload-nya TPA regional
diharapkan kedepannya Kota Bukittinggi dapat melakukan studi
kelayakan untuk pembangunan TPA baru, atau revitalisasi TPA
Regional untuk dokumentasi TPA Regional dapat dilihat pada
gambar di bawah inu

Regional Payakumbuh Kota Payakumbuh
Gambar 2.8
Aktifitas Pembuangan Sampah di TPA Regional Payvakumbuh

n n
Paradigma baru dalam pengelolaan sampah menekankan pada
pengurangan sampah dar sumber untuk mengurangi jumlah
timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yvang
ditimbulkan dari sampah. Paradigma ini lebih mengedepankan
kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui konsep 3R {Reduce,
Reuse, Recycle).
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Reduce atau reduksi sampah, vaitu upaya untuk mengurangi
timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat
dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber
dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah
pola hidup konsumtif, vaitu perubahan kebiasaan dan vang
horos dan menghasilkan banyak sampah menjadi
hemat/efisien dan hanyva menghasilkan sedikit sampah.

Reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material
agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan),
seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali
botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan
demikian reuse akan memperpanjang usia penggunaan barang
melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara
langsung.

Recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah
tidak berguna menjadi bahan lain atau barang vang baru setelah
melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang
secara langsung oleh masyvarakat dengan menggunakan teknolog
dan alat vang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca
menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau
sampah dapur vang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan
kompos.
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah bank sampah
vang ada di Kota Bukittinggi sampai tahun 2024 adalah sebanyak
2 unit di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah dan
Kelurahan Tarok Dipo. Jumlah sampah vang masuk ke bank
sampah sangat relative sedikit sekali disbanding sampah vang
masih belum terkelola di Kota Bukittnggi. Untuk sektor informal
ataupun bank sampah tidak ada melakukan daur ulang di lokasi.
Yang terjadi hanyalah jual beli sampah vang akan didaur ulang
kKepada pengepul untuk nantinya di jual lagm ke Kota Pekanbaru
atau Kola Medan.

- T J ..1': ."".

Keterangan: Toto E!ilnk?ﬂ_l_n_[ﬁh Tarok Dipo [Foto diambil: 15 Apdl 2024)

Gambar 2.8
Akrifitas Bank Sampah Kelurahan Tarok Dipo



wEmoRa] gudureg veunde] usdnfe) wag
67 JequIE)




--53-

7. Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target
RPJMN 2024-2029
Analisis gap capaian layanan persampahan di Kota Bukittingg
terhadap target RPJMN dan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun
2024-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.24

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan
berdasarkan target RPJMN 201242029

o | R o] e | 220

| e | 8 T | E

T | mttees | piingg | Hone | o | s
@ B T T 15) 7 18)

I | Penangunin .
Sampah Bl 83,0% 83, tr' 5,08, | 844% | 19% | os%
Perkotaan

2 | Pengurangsn
Sampah 200 17,07 17,0FMa LS, 08% 7. 5% 19, 5% 7.5%:
Perkotaan

Sumber. lnsirumen SS9K Kota Bukittingg, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Gap
persampahan di Kota Bukittinggi untuk penanganan sampah
perkotaan adalah 1,4% berarti untuk penanganan sudah sangat
haik hanya tinggal sedikit melakukan penurunan sudah dapat
mencapai target. Begitu juga dar sistem pengurdangan sampah
masih terdapat 9,5% Gap yang artinva masih banyak kegiatan
vang perlu dilakukan untuk menutupi Gap tersebut dalam sistem
pengurangan sampah di Kota Bukittinggi.

[nfrasuukmr pcngelnlaan pcmampalmn vang ada di Kota
Bukittinggi jika digambarkan dalam rantai layanan sebagai
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Giambar 2,10

Rantai Lavanan Pengelolaan Persampahan
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Gambar tersebut menunjukkan alur sistem penanganan
persampahan perkotaan mulai dari sumber sampah rumah tangga
hingea pemrosesan akhir di TPA. Sistem pengelolaan dilakukan
melalui beberapa tahapan, vaitu pemilahan, pengumpulan dan
pewadahan, pengangkutan, pengolahan di TPST, serta pemrosesan
akhir di TPA.
Diagram tersebut menggambarkan bahwa sebagian sampah
berhasil dikurangi melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle),
baik melalui TPST maupun keterlibatan sektor informal seperti
pemulung dan bank sampah. Namun demikian, sebagian besar
sampah masih berakhir di TPA sehingga menunjukkan bahwa
kapasitas pengurangan dan pengolahan sampah masih perlu
ditingkatkan, skema ini mencerminkan bahwa pengelolaan
persampahan perkotaan memerlukan sistem terpadu yang
melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor informal
Efektivitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh pemilahan
sampah dari sumber, ketersediaan sarana prasarana, serta
partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah untuk
mendukung terciptanya lingkungan perkotaan vang bersth dan
berkelanjutan.

B. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan
1. Kelembagaan Pemerintah Daerah
Sama halnya dengan pemetaan dalam kelembagaan pemerintahan
daerah dimana untuk pemetaan sektor pengelolaan sampah dapat
dilihat pada berikut ini:
Tabel 2,25
Daftar [pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

ol Dacrall | ~ TugasDanFuogs |

. (1] 2
Perencanaan, Perumusan rencana strategis, tencana ketja dan penetapan kinerja Perangkal
| D Claetah; Perumusan Ktbijaknn tl:knla di I:Hdmg lmglmngnh huiup
menyelenggarakan fungsi | = Perumusan Icehljahn teknis i Dbidang Perencanaan,
penunjang urusan Pengembangan dan Penelitian
pemerintmhan bidung  Penyusunan dan  pelaksanaan bidang kebijalmn  bidang
Perencanaan dan bidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
risct dan inovasi » Pembinaan Pengawasan dan pengendallan kegintun dan
penggunaan anggirun bidang perencanasn, penelitian dan
pengembangan.
menyelengearakan urusan » Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan
pemerintahan hidang kineria Peranghkat Dacrah
pekeriaan wmum dan + Pembinaan lerhadap pendataan, perencanaan, penyediaan
penataan riang, hdang pembinyasn, pemberdayasan, bantuan, pemantauan dan
perumalan dan kawasan evaluasi rumah umum dan remah swadaya
permukiman dun bidang * Pembinaan ferhmdap pendalaan dan perencinibin,
pertanahan pencegahan dan peningkatan kualitus perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, pemanfastan dan pengendalian
I — | _kawasan permukiman,
menvelenggarakan urusan | e Perumusan rencana strategls, rencana kerja dan penetapan
pemerintahan bidang kinerja Perangkat Daerah
lingkungan hidup * Perumusan kebijakan teknis di bidang lngkungan
Pengadann Sarana
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T

(1]

- Tugas wﬁ ungsi

menyelengEaraKun W s
pemerintuihan bidang
pekerjaan umum dan
penatsan ruang. bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang
pertanahan
menvelengiaraliin urisan
pemerintahan bidang
pekerfain umum dan
penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang
pertanahan

Peinksannmm  pengeturan, - pembinann, — pengawasan,
pengendailan keglatan penatann bangunan dan lingkungan,
hangunan gedung, prasamena dan samna air minum dan
sunitasi perlotaan

Pemibinaan  terhadap pendatsan dan  peroncanaan,
petitegahan dan peningkalan kualitas perumahan kumih
dan permukiman kumuoh, pemaanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman.,

mienyelenggaraian urusan | « Pengadaan Dump Truck/Arm Rofl uniuk memaksimaikan

pemerinighan bidang pelayanan penganghutan sampah

lingkungan hidup ¢ Penambahan armads vang bisa menjangkau  kawasan
- | perumahan dan permukiman

Pengelolann o

menyelenggarakan urusan + Pelaksanaan  pengaturan,  pembinasn,  pengawasan,

pemerintithan bidang pengendalian kegiatan penataan bangunan dan linglkungan,

pekerfaan umum dan
penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang

 perranahan

Pengaturan Dan Pembinaan |

nwnyclmmﬂmkun LT ETT
pemerintahan hidang
pekerfann umum dan
penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang
pertanghan
menyelenggarakan urtsan
pemerintahan bidang
peketiaan umumn dan
penatasn ruang, bidang
perumatiin dan kawasan
permukiman dan bidang
pertanahian

[ menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang
lingkurigan hidup

bangunan gedung, prasarana dan sarana aic minum dan
sanitasi perkotaan

n | e Pelaksanaan pembinnan, pengawasan dan pengendalian
kegintan dan penggunaan anggaman bidang Pekerjaan
Umum Penataan uang

« Pembinaan terhadap pendataan dan  perencanasan,

| pencegahan dan peningkatan  kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumul, pemanfastan dan
pengendalian knwosan permulimisn,

« Pembingan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan
pengeunaan anggaran Perangkal Daerah

« Pembinaan pengawasan dan pengendalion akuntabilitas
kinerja instunsi pemerititah

e Perumusan kebijaksn pembin@an dan  pengawnsin
kinetjn pengelolaan sampah yang dilaksankan oleh
piliak lain (badan usalbia)

"T:Innitm-[ng Dan Evaluas

menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang

pekeriaan umum dan
penatean ruang, bidang
perumahan tdan kawasan
permukiman dan bidung
pertanahan

'« Monitoring dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan
PenAtEsEn TUANg

l




. 56 -

~ Tugas Dan Fungsl

)

2]

menyelengearakan urisan
pemerintahan bidang |
pekarjaan nmum dan
penataan miang, bidang
perumahan dan kawasan
permukimin den bidang |
pertunahan -
| menyelenggarakan urusan
pemenntahan bidang

| ngan hidup

» Pengawasan
dengan system open dumpang

¢ Pengelolaan data dan informasi, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan di bidang perumahan

terhadap tempit

pemprosesan  akhir

Sumlxr; Fokjis PRP Kota Bukim:um Tahun 2025

Sedangkan untuk bidang vang berperan di dalam pengelolaan
sampah mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan
evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26

Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan persampahan

‘Menyusun rencana program
persampeihan dalam ranghka
pencapaian target

Menyusun rencana angganan
program persampabian dafam
ranglks pencapainn larget

PENGADAAN SARANA
Menyediakan sarann
pewadaliun sampah di
sumber mmpnh

‘Menyedinkan sarana

pengumpulan [pengumpulan
dari sumber sampah ke TPS)

. menyelenggarakan urusan

m'nﬁ r Ll-m- ! h- m ‘m Im. ]
Kegintnn Pengelokaan
] Seksi/Bidang padi Dinas/Badan gwrf | ol
PERENCANAAN o -
Menyusut target pengelolaan 1] menyelenggarakan fungs
sampih skala kota penunjang urisaEn
pemerintahan bidang

Perencanian dan bidang riset
dan inovasi

2] menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang
lingkungan hidup

1) menyelengmarakan Tungsi
penunjang urusan
pemerintahan bidang
Perencanaan dan bidang riset
dan inovasi

2) menyelenggarekan urusan
pemerintahan bidang
Ungkungan hidup

1) menyelenggarakan fungsi

penunjang urisan
pemerintahon bidang
Perencanaan dan bidang riset
dan inovisl
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang
fingkungan hidup

2)

pemerintahan bidang lingkangan

. hidup
menyclenggaralen urusan

pemerintahan bidang lingliingan
hidup




S

ﬁﬂfiif Bidaog pada [inas/Badan BLUD | scbiagainya
Memlsngun sarsni Tempiit menyelenggaralan urusan
Penampungan Sementara (TPS) pemerintaban bidang ingkungan
hidup )
|
Membangun sarans menyelenggarakan urusan m| -
progangkutan sampih dari TPS | pemerntahan bidong finglungan |
ke Tempal Pemrosesan Akhir hidup -
[TPA) ]
Membangun sarana-prasarana ‘menyelenggarakan urusan I = :
TPA pemerintahan bidang lingkungan
hidup
‘Menvediakan sarana menyelenggarakan urusan
pengolahan sampah pemerintahan bidang lingkungan
[komposiing, pembangkitan hidup
listrik dil)
PENGELOLAAN
Mengumpulkan sampah dari 1) menyelenggarakan urusan -
sumber ke TPS pemerintahan bidang
lingkungan hidup
2_} 3 Hr.l_umhan_
Mengelola sampah di TPS 1) mycknggumhnn WU San [ - .
pemerintahan bidang
lingkungan hidup
2) Kelurahan
Mengangku! sampah dari TPS ke | menvelenggamksn urusan i .
TPA pemesintaban bidang ingkungan
hidup
Mengelola TPA menyclenggarnkan urysan - - .
pemerintahan bidang lingkungan
hidup |
Melakukan pemilahan sampah | menyelenggarakan urusan T - .
pemerintahan bidang lingkungan
hidup
Melakukan penarikan retribusi menyelengearakan urusan - -
sampah pemerintahan bidang lingkungan
hidup
Memberikan ixin usaha menyelenggiarakoan urisHan -
pengelolann sampah pemerintahan bidang lingkungun
hidup

PENCATURAN DAN FEMBINAAN

Mmgmur pmmdur
penyediaan lyanan
sampah [jam
pengangkutan, persomnil,
peraintan, bl

Melakukan sosialisasi
peraturan, dan pembinaan
cilam hal pnngcldm sampah
‘Meningkatkan kesadaran
masyarakat dan
pendampingan lembaga
masvarakat dalam
pengelolaan sampah

pemerintahan bidang lingkungan
hidup

menyelengeganrakan urusin

pemerintaban bidang lingkungan
hidup

hldup




_ Fungsi/
Kegiatan Pengelolaan
Persampahan
‘Memberikan sanksi terhadap

pelunggaran pengelolaan
sarmpah

" Daierah

1) menyelenggarakan urusan

pemeriniahan bidang
lingkungan hidup
menyelengeuralan urusan
pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan
masyarakal suburusan
ketenteraman dan ketertiban
umum

_ MONITORING DAN EVALUASI

‘Seksi/Bidang pada Dinas/Badan

Melakukan monitonng dan
evaluast terhadap capaian tamget
pengelolaan sampah skal & kota

UPTD/
BLUD

PD dan
schagainys

| menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lngkungan
hidup

Melakukan monitoring dan
eviluasi terhndap kapiositas
Infrastruiktur sarann
pengelplann persampahan
Melakiikan monitoring dan
evaluasi terhadap efelctivitas
lavanan persampahan, dan
alau menamplng serti
mengeloia keluhan atns
layunan persampahan

menyelenggarakon urisan
pemerintahan bidang ingkungan
hidup

| menyelenggarakan urusan
| pemerintahan hidang Uingkungan
hidup

Sumber: Polgia PEP Kota Bulattinggi, Tahun 2025
2. Kelembagaan Non Pemerintah Daerah

Kelembagaan pengelola persampahan non-pemerintah merupakan
bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah berbasis
partisipasi masyvarakat. Lembaga ini umumnya berbentuk
kelompok swadaya masyarakat, bank sampah, koperasi, maupun
pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dan daur ulang
sampah. Keberadaan kelembagaan non-pemerintah berperan
dalam mendukung pengurangan sampah dari sumber melalui
penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Dalam  praktiknya, kelembagaan ini berfungsi sebagai
perpanjangan tangan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat,
khususnva dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, hingga
pemanfaatan kembali sampah bernilai ekonomi. Selain itu,
kelembagaan non-pemerintah juga berperan dalam meningkatkan
kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat ferhadap
pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di daerah perkotaan seperti Bukittinggi, peran kelembagaan non-
pemerintah menjadi semakin strategis mengingat keterbatasan
sumber daya pemerintah dalam menjangkau seluruh wilayah
pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah
daerah dan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan,
fasilitasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan
tersebut dapat berupa penyediaan sarana prasarana, pelatthan
teknis, hingga kemitraan dalam pengelolann TPS3R atau bank
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sampah. Dengan demikian, kelembagaan pengelola persampahan
non-pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi
juga sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan sistemn
pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
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3. Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah
Untuk pemangku kepentingan, sektor persampahan juga sangat
berpengaruh sekali kepada pengelolaan persampahan itu sendiri.
Di Kota Bukittinggi pemetaan untuk pemangku kepentingan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 a
Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Persampahan

Angeota Legisiatif & Legisinsi | »  Tim anggaran terkair Alokasi
e Penganggaran s APBD
« Pengawasan Dana aspirasi yang bisa
diarah¥an untuk mendukung
pengelolaan sampah
Pengusaha / Swasta: Melaksannkan | Penyediaan fasilitas Pengelolaan
tanggung jnwab  sosial sampah
perusahaan (CSE)
Tokoh Masyarakat/ Mendukung pembangunan | Advokasi dan komunikasi
Agama sanitasi, pentingnya hidup | mengenai pentingnya satiitasl
bersih dan sehat dan kesehatat dalim kehidupan
sehari-hari dar sudut pandang
J agama atay kearifan lokal

Sumber: Pokjn PRP Kota Bukirtinggi, Tehun 2025

Kepertingon: tngkat kekussian dan kepentingsn berdusarkan hasl / outeome program/ provek
ssurmitasg

Kekuatan/ Suinberdaya: tingksl penguusann kewenangan fotoriras) dan sumberdaya terkalt
program  proyek sanitas.

Tabel 2.28 b
Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah
Paemah dalam pengelolaan Persampahan

Pemnngku . Kontritusi Legitimasi T | Perenran ||
Angpota Legislatil o Alokasi usulan Undang-undang Sedang Tinggi Ya/Fidak
' terkait Nomor 17 Tahun
pengelolian wir | 2014 tentang
limbah dalam Majelis |
APHD Permusyawaratan
o Pemanfaatan Rakyat, Dewan
dana Hm Perwakilan
yanpg hisa I Rakyat, Dewan
dinrahkan untuk Perwakilan
mendukung Duerzih, dan
pengelolaan | Dewan Peewalkilom
Persampahan Rakyal Daerah
Pengusaha/ Swasta: | » Penyediaan | Undang-undang Rendah Tinggl Ya/Fedak
fasilitas Nomor 40 Tahun
penpolahan air 2007 1entang
lmbah dalam Perseronn
rangka Terbatas

peniun Lasan
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Lembaga di Luar
Pemernintahan:
BAZNAZ

Pemanfaatan
dana ZISWAF
untul progrom
alr minum dan
sanitasi.

Fabwa MUI Nomor
001 /MUNAS-
X/MUIJ2015
Tentang
Pendayagunaan

Harta Zakal, Infag,

Sedekah, dan
Walafl untuk
Pembangunan
Sarana Alr Bersih

dnn Sanitasi untuk

Masyarakat

. Sedang

Ya/Fdak

Organisasi
hcmaﬂymnkumn
Yayasan/KSM/
HEM/PKK/
Koperasi dil
LSM Stahil

- Perguruan Tinggi

Advolomsi dan
komunilcasi
sirrnil i

* Undang-Undang

Nomor 16
Takun 2001
lentang
Yayasin
(sehagaimana
telah diubah
dengnn UL No.
28 Tahun
2004y,

Nomor 18
Tahun 2008
tentang
Pengelolann
Sampali,

Nomor 12
Tahun 2012
tentang
Pendidikan
Tinggl.

Nomor 18
Tahun 2008
tentang
Pengrelolaan
Sampah

Undang-Undang = Rendah

Undang-Undang I

Tinggl Sedang Ya/Tidex

Undang-Undang |

Ya/Tidak
|

|

Sumnber: Pakjn PRP Kota Bulittnggl, Takhun 2025

4. Regulasi

Untuk regulasi pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi ada
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota vang mengatur tentang
retribusi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Dacrah Persampahan

——

-

o i

e

d_"'l-. ih..:l

! P'r_n!.n Frng-hiunn Sum h

‘Bila tidak ada, Perda / Perkada
Kebijukan vang  dipaks d-ﬂ.lam
menjolankan  pengeloloan nmpah
olel pernerintah daerah

I t

)




nama lengkap perdanya

4 Apakah substansi Perda Persampahan
sudah mencakup minimal substansi
yung telah ditetapkan dalam mandate
U No. 1B Tahum 2008 Tentang

| | Pengelolaan Sampah, diantamnya

penggunaan hak dan kewsjiban
matsvarakat dalam pengelolaan
sampah

Substansi

perolehan  izin jenis usiaba

. kegiatun pengelolasn sampah

¢, Subslansi pengaturan:
Petigutangan sampah
(pembatasan timbulan, pedauran
ulang, dan pemanfaatan sampah)

b

"3 | Bila ada, schbutkan tahun terbit dan

5. Substonsi pengaturun: tatn cara |

pengaturan: tatacara |

Peratturan Daecrah  Kota
Bukittinggi Nomor S
tahun 2014  tenlang
Pengelolpan dan Retribusi
Pelayanan

Persampahan /Kebersihan;

d. Substansi
Penangnnnn sampah (pemilahan,
penguempralan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir
sampah)

pengaturan; |

e. Substansi
pemblayaan pefiyelenggrraan
pengelolain sampah

kampensasi sebagal akibat
damnpak negative kegiatan TPA
Substatisl pengaluran:  Bentuk
dan tata cara ETAND  SCTTE
masvarakal

h. Substansi pengaturan; tarangan
sanksi pidann kurungan / dendn
tentang membuang sampah Udak
pada  emputnya, pembuangan
terbuka  di  TPA, membakar
sampah  yang  tdak  sesual
ketentuan  teknis  pengrlotian
sampah

Substansi pengaturan: Pemberian |

i, Substansl pengaturan:

 Pengawasan pengelolasn sampah

Substansi pengaturan: Penerapan |
sanksi administrasi

ET

dainm bentuk Peraturan
Kepala Daernh /| Peraturan Kepala
Dinas /| Pedoman sudah-ada?
| Sebutkan semua turunan  mandat
Perda Persampahan yang telah ada

dan ying belum ada

5 | Apakah turunan operasional Ferda |
Persampahan

|
y [ )
: |
Sudah Ada

Belum Ada
v

| Peraturan Wal Kota Bukittinggt Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pengurangan Penggunean hnntnng

Belanjn dan Wadah/Kemiasan Malanan
Minuman Berbohan Plastile

Sumber: Pokja PRP Kota Dukittingg, Tahun 2025

5. Komunikasi dan Media

Komunikasi dan media memiliki peran strategis dalam mendukung

efektivitas pengelolaan  persampahan,

khususnya

dalam

membentuk perilaku masyarakat dan meningkatkan partisipasi
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publik. Pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada
ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada tingkat
kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan
prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Dalam konteks ini, komunikasi lingkungan dilakukan melalui
berbagai media, baik konvensional maupun digital, seperti
sosialisasi langsung, penyuluhan, media cetak, media sosial, serta
kampanye publik. Media berfungsi sebagai sarana penyebarluasan
informasi, edukasi, dan gjakan perubahan perilaku, sehingga
masyarakat memahami pentingnya pemilahan sampah dan

sumber dan pengelolaan yang bertanggung jawab,

Selain  itu; strategi komunikasi vang efektifl
pendekatan yang partisipatif dan berbasis lokal, dengan
melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta
komunitas. Pesan yang disampaikan perlu disesuaikan dengan
karakteristik sosial budaya masvarakat agar lebih mudah diterima
dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di daerah perkotaan seperti Bukittinggl, pemanfaatan media
komunikasi menjadi semakin penting mengingat tingginya
aktivitas masyarakat dan keragaman latar belakang sosial. Oleh
karena itu, integrasi antara komunikasi vang intensif, penggunaan
media vang tepat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah
menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan persampahan vang
efektif dan berkelanjutan.

Untuk kegiatan promosi melalui media

memeriukan

terkait pengelolaan

persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2,30
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)
No | Keghitan | Tabum | Tujuan Kegiatan e Pesan Kunel | Pembelajaran
1 | Pemicusn 2022 | meysleogme | Meningkatkan l-hu:ymukm Sanitasi buruk | Terbatasnya
| STHM e “ﬁ":::m peran sefta dan perilaku terags
m masynarakat Bukitﬂngi hidup tidalk fasilitator yang
I keewrbuatin dalam betrsih dan handal,
penvediaan tidiak sehai membiiat
layinan | ity pemicuan di
sanitasi dan menjijikan, sejumiah RT
membinsakan miema i kan lurang
PHBS dalam dan membunt sukses, perlu
kehidupan saldit, peninghatan
sehari-hari, jumlah
fasthitntor
handal,
2 Program 2023 | memysleogms | Hminglmtkan 33 Sekaolah | Berperilaku Pengeloiaan
Adiwiyat mm:m warga scekolah dan Berbudaya | Lingkungan
T dalam Linghkungan Hidup dengan
Hinglungan Berperilaku dan Komponen
hidup Berbudaya terbanvak
Lingkungan Pengelolaan
Sampati
|

Sumber: Pokja PRP Kotn Biulattngs, Tahun 2025
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2.2.3 Drainase Lingkungan
A. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Sisten drainase perkotaan kota Bukittinggi dikatagorikan masih
memakai drainase sistem campuran yaitu antara saluran drainase air
hujan bercampur dengan saluran air Ilimbah buangan dan
pemukiman penduduk. Akibatnya perkembangan jumlah penduduk
sangat berkontribusi dalam menambah debit air buangan yang di
alirkan ke saluran drainase.

Saluran yang ada di Kota Bukittinggi pada awalnya merupakan
saluran irigasi. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah
penduduk maka fungsi areal persawahan pun berubah menjadi areal
permukiran. Hal ini secara otomatis menyebabkan saluran irigasi
vang ada berubah ataupun bercampur menjadi saluran drainase.
Adanya perubahan struktur tanah dari persawahan menjadi areal
permukiman mengakibatkan terganggunya dava resap tanah sehingga
aliran permukiman frun off) menjadi semakin besar. Pada akhirnya
kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya genangan di beberapa
lokasi karena debit limpasan yang ada sudah tidak dapat lagi
tertampung oleh kapasitas saluran. Sebagai akibat lebih lanjut,
kelancaran aktivitas lalu lintas dan perdagangan menjadi terganggu
serta menjadi sumber penyakit apabila tidak segera ditanggulangi.

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air
tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan
suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada
suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang
ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang vang
lain, drainase adalah salah satu unsur dar prasarana umum yang
dibutuhkan masvarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota
yang aman, nyaman, bersih, dan sehat, Prasarana drainase disini
berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air
permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atauy bangunan
resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air
permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek,
genangan air dan banjir.

Kegunaan saluran drainase antara lain:

» Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada
alumulasi air tanah.
Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal
Mdengendali}mn erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan vang
aca,

« Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi
bencana banjir.

Terkait dengan risiko kesehatan lingkungan, telah diketahui luas
bahwa mereka yang tinggal di perumahan padat, misalnya di gang
sempit, akan memiliki risiko kesehatan lingkungan yang lebih besar
ketimbang mereka vang tinggal di lingkungan yang kurang padat.
Penyakit seperti TBC, diare dan influenza adalah contoh penyakit
yang mudah menyebar di antara warga yang tinggal di rumah dengan
kepadatan yang tinggi dan berdempetan,

Secara umum, saluran drainase di kota Bukittinggi telah menjangkau
hampir seluruh wilayah kota. Saluran drainase bertujuan untuk
mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk drainase buatan
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maupun drainase alam. Saluran drainase memiliki pola yang sejajar
dengan jaringan jalan, daerah vang dilayani drainase terdiri dari 3
{tiga) subsistem, vaitu subsistem Batang Agam, Batang Sianok dan
Batang Tambuo. Dengan kondisi topografi yang relatif miring, serta
dengan ketinggian kota di atas permukaan laut yang cukup tinggi,
maka hal ini dapat memberikan keuntungarn bagl pengairan air pada
sistem drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke
dataran vang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan Batang Tambuo.

Sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum dibagi dalam tiga

sistem:

1. Sistem drainase terbuka:
Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk
menampung dan mengendalikan air hujan.

2. Sistem drainase tertutup.
Sistem drainase tertutup saat ini juga memadal, namun
terkendala dalam hal pembersihan/pengerukan sedimen,
disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran
(khususnya wilayah dalam pasarj.

3, Sistem drainase saluran tanah.
Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase
kota dikala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat
menampung beban ourah hujan yang cukup tinggi (contoh saluran
di daerah Batang Agam}.

Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam kota
Bukittinggi pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun
jalan utama, dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai
saluran drainase yvang cukup baik, sehingga baik pada musim
hujan maupun musim kemarau saluran drainase di lingkungan
permukiman maupun di jalan utama masih dapat mengatasi air
masuk ke dalam saluran.

3. Letak kota Bukittinggi vang konturnya berbukit, sehingga air
mengalir memanfaatian gravitasi ke tempat vang lebih rendah.

4. Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup
saluran dijadikan site walk/trotoar, 25 m diberi manhole untuk
mengetahui kelancaran aliran air,

5. Masih adanva genangan air pada saat musim hujan di beberapa
tempat vang disebabkan belum adanya pembuatan drainase.

6. Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan
meluapnya air hujan ke jalan.

Untuk lebih jelasnyva lokasi genangan dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 2.32
Lokasi genangan
Lapns e | | ai Penyell ih 1
| | Qe | e L i
Tatuk Dipo 3.25 0,75 hujan lebat ilﬂl{::? ceking
. ‘ t ; i T Setiap Hujan
Pakan kurmi 0.55 1 025 | 025 | hujan lebat lehat —
Aur Tajungkeng | Satleg iy =
Tangah Sawah 070 | 035 | 035 | hujaniebat | tebat




g  Bukik Apik Puhun | 0,14 1 025 | 0gs | hmﬁi?fmu | Téig
[ 5 | Putai anak Aia 0.4 | 0.25 025 hu?:rii?ijbm. . I:elﬂh:ln - =
6 | Oaregen | 008 _' O “*’5___;;:5“?3;_ ek |

7 IH_a,ng,:p;m Gantiang 0,04 | 0.25 025 | MS:*,,*?E@, _. I-ll:tﬁln ' )
@ Compagoipun | 002 | 025 | 025 | pjinichm | e | = |
O [Kaun | 130 | 025 | 035 | oo | lebai | "

10 | Kubu Gulai Bancah | 0,80 025 | 025 | ceNR | o -

11 | Aur Kuning o6 | 025 | 0.25 | hmmmt | }It:lf;: :

Hurriber: Makterpliin dininkss Kots Bulkdtiingn, tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.30 diatas terlihat jelas bahwa genangan vang
terdapat di Kota Bukittinggi saat ini tidak begitu berpengaruh
terhadap perumahan dan permukiman penduduk, hal ini biasanya
terjaci hanya saat hujan lebat dan berlangsungnyva genangan juga
tidak lebih dari 30 menit kecuali Tarok Dipo.

Genangan vang terjadi di atas jalan tidak saja akan menyebabkan
gangguan terhadap kelancaran lalu lintas tetapi mempunyal akibat
pula pada cepatnya kerusakan badan jalan. Oleh karena itu
seharusnya dibuat saluran tepi jalan vang dapat menampung dan
mengalirkan air ke saluran drainase yang lebih besar sehingga jalan
tidak menjadi saluran. Saluran tepi jalan yang ada saat ini ndak
memenuhi syarat untuk pengaliran air dari atas badan jalan karena
dimensinya vang tidak memenuhi kebutuhan, banyak yvang tertutup
untuk keperluan parkir dan lain-lain, tersumbatnya sampah yang
makin lama menjadi padat.

Terganggunya kapasitas sungai-sungai/saluran-saluran yang ada
menvebabkan banjir/genangan di berbagai daerah, serta tidak
dilengkapinya daerah-daerah real estat dengan jaringan drainase
hilimya. Genangan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh
rendahnya daerah tersebut dibanding dengan elevasi permukaan air ci
sungai/saluran dimana air genangan harus dialirkan.

Wilayah perumahan, perkantoran atau pertokoan belum semuanya
memiliki sistem drainase tersier vang baik dan mencukupi untuk
menampung dan  mengalirkan limpasan  hujan, disamping
pemeliharaan saluran kurang diperhatikan terlihat dari banyaknya
pasir dan sampah yang mengurangi fungsi saluran. Saluran sekunder
yang berupa saluran buatan atau saluran alam kondisinya hampir
serupa. Kondisi tata ruang yang ada, ketidakteraturan permukiman,
dimana terdapat banyak rumah atau bangunan yang dibangun tanpa
fjin di dalam profil saluran/sungai, menghambat aliran air dan
mempersulit pemeliharaan saluran. Persoalan eksisting berkaitan
dengan sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum adalah
sebagai berikut:

1. Tidak mengalimya air dari badan jalan ke saluran sehingga
cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.
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. Terdapat Dbeberapa saluran drainase yang  memiliki

dimensi/kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan
vang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara
optimal, begitu pula dengan gorong-gorong, namun hal ini tidak
berlangsung lama, $15 sampai dengan 30 menit dan normal
kembali.
. Belum terselesaikannya saluran drainase di beberapa tempat,
sehingga pada saat hujan akan terjadi genangan pada bagian
pinggir jalan.
. Kurang berfungsinya tali air, sebagai tempat mengalirnya air
hujan dari badan jalan ke saluran, hal ini dikarenakan kurangnya
pemeliharaan, yang mengakibatkan tersumbatnya tali air tersebut
akibat pengendapan kotoran atau sampah.
. Banyaknva sampah dan lumpur yang menyebabkan penyumbatan
aliran air dan kapasitas saluran menjadi kecil sehingga tidak
mampu menampung debit air hujan yang masuk terutama saat
hujan lebat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya tingkat
kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran.
. Masih difungsikannya saluran drainase sebagai saluran air
limbah.
. Tidak adanva sama sekali saluran drainase pada lokasi genangan
dan disepanjang bahu jalan.
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B. Sistem Infrastruktur
Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Bukittinggi tahun 2025
sepanjang 74,3897 km. Kondisi jalan baik pada jalan nasional
sepanjang 6,8 km, jalan propinsi sepanjang 5,091 km. Jalan kota
dengan kondisi sedang sepanjang 100,174 km, kondisi rusak ringan
rusak berat sepanjang 0,667 km. Berdasarkan
statusnya jalan diperinci menjadi jalan nasional, jalan propinsi, dan
jalan kota, Jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menten
Permukiman dan Prasarana Wilayah Ne.376/KPTS/M/2004. Kondisi
secara umum dapat dikatakan bahwa jalan nasional mengalami
penambahan panjang jalan dan untuk jalan propinsi mengalami
penurunan, sedangkan jalan Kota tidak mengalami perubahan. Untuk
kualitas jalan diperinci menjadi jalan aspal, jalan batu [perkerasan)
dan jalan tanah. Secara umum perubahan pada kualitas jalan untuk
jalan aspal mengalami peningkatan, sedangkan jalan batu dan jalan

sepanjang 3,938,

-7

tanah mengalami penurunan.

Jalan yang dikelola oleh kota merupakan jalan yang paling panjang

1=

vang membentuk jaring-jaring

semakin berkembang, Untuk lehih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tubel Kondisi Sarana dan Prusarana drainase lingkungan di Kota Bukittinggi

vang menghubungkan setiap
kecamatan. Kondisi kualitas jalan yang baik di Kota Bukittingm relatf
banyak atau mempunyvai presentase yang tinggi. Hal tersebut perlu
selalu dipertahankan dan agar diupayakan untuk ditingkatkan.
Kondisi kualitas jalan yang memadai akan memperlancar arus
transportasi

yang berdampak pada sekior perckonomian

Tabel

2.33

_ . —— | Dimens | WE B
o .Inniimy:_:wnluw Sutwan | Penumpang | g | He | Berfungst  Tiduk
® (il fiid) fiv) o | (¥l i)
1 | 5 Primer A m NA NA | RA | WA NA
n. S.Sekunder A1 Loom HA NA | RA | KA | NA
b, S.Sekunder AZ _m HNA NA WA | NA HA
Hﬂﬂatm"nmﬂmp ugmit NA | NA | NA | NA A
- Rutnah pompa it NA NA | WA KA HA
| Pamtu Air unit NA A NA | KA N [
- Kolurh retensi unit NA NA NA NA NA
T'm]h:hw.k.l'!nrinmn -~ NA HA NA NA NA
2  S.FPrmer B m NA HA | NA | NA NA |
~ Salwran Selunder Bl | m | 00 NA NA | NA | KA HA
| Bocgiinkn Pelengloap [ unit __Na NA | NA | NA NA |
Ruthumpn un].l:' IjA _!'_M._ I NA | I H‘_H. NA
| - Pintu A it NA_ | NA | RA | WA HA
| - Kolam retenm umit NA NA KA | WA NA
Blbned wallet o kit NA NA | NA | NA NA

Sumber: Data Seboruder SKPD terfoait (PO Bidang Dramose dan Fanpu.*.mn Kot Buksttnodgi)

Untuk data drainase vang sesual dengan template pada dokumen
belum ada data yang relevan dimasukkan dalam tabel. Data terkait
biasanya nanti akan di dapat dalam pembuatan
masterplan drainase, sehingga untuk saat ini memang data belum

sanitasl  ind

tersedia.
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C. Kelemibagaan dan Peraturan
Peraturan yang terkait drainase di Kota Bukittingsi vaitu Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kebersihan Keindahan
dan Kenvamanan [K3), belum ada perda khusus tentang drainase
Pengelolaan drainase di kota Bukittinggi ditangani oleh Perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang,

AREA BERISIKO SANITAS! DAN PERMASALAHAN SANITASI
Area Berisiko sanitasi adalah wilayah vang dianggap mempunvai potensi
risiko terjadinyva penurunan kualitas kesehatan masvarakat, dan atau
keschatan lingkungan vang dikibatkan oleh minimnva akses masvarakat
terhadap prasarana dan sarana sanitasi maupun perilaku masyarakat
dalam kehidupan seharn-hari. Area Berisiko sanitasi sangat dipengaruhi
oleh kondisi geografis dan demografis antara lain meliputi: luas area
terbangun, kepadatan penduduk/jiwa per hektar serta jumlah penduduk
miskin.
Tujuan dilakukannya penetapan Area Berisiko adalah:
1. untuk memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi; dan
2. untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat
risiko  di masing-masing kecamatan dan kelurahan dan dipandang
sebagai wilayah prioritas dalam hal penanganan atau pembangunan
sanitasi di Kota Bukittinggi.
Area Berisiko dan Permasalahan/lsu Strategis Pengelolaan Air Limbah
Domestik adalah peneéntuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko
sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer
berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan
area Dberisiko berdasarkan data sekunder adalah kegintan menilai dan
memetakan tingkat risiko sebuah area (Kelurahan) berdasarkan data yang
telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih
dan sanitasi dan data umum diantaranya jumlah jamban; nama
kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif.

Penentuan area berisiko berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kota
Bukittinggi diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan
keahlian profesi vang dimiliki individu anggota pokja Kota Bukittinggi.
Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah
kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi
sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan
persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku
(cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang
air besar sembarangan). Hasil analisis data sekunder, data primer yang
bersumber dari studi EHRA, persepsi SKPD dan studi pendukung yang
lain dapat menggambarkan kondisi riil hasil analisis untuk menentukan
area beresiko.

Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Untuk area berisiko sanitasi sektor Air limbah seperti telah dijelaskan di
atas diambil dari 3 kriteria yaitu, Data sekunder sebesar 50 %, studi
EHRA, 30 % dan persepsi SKPD sebesar 20 %. Dari ketiga kriteria
tersebut di nilai terhadap dampak penerima yaitu Populasi, kepadatan
penduduk, jumlah penduduk miskin, dan tingkat urban maka di




e

hasilkan area berisiko sanitasi sektor air imbah sesuai dengan tabel dan
peta di bawah ini:

Tabel 2.34
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik
_'!'_: | Aves Berlullo | HKecamatan ] Helurahan
1 Risiko 4 Guguk Panjang Aur Tajungkang Tangah Sawah
Aur Birugo Tigo HBaleh Sapiran
2 | Risiko3 Guguk Penjang Tarok Dipo
Mandiangin Koto Selayan | Campago Ipuah
Guguk Panjang Bukik Cangang Ksayu Ramang
Miundiangin Koto Selayan Pubun Tembok
Guguk Panjang Kayu Kubu o
3 | Risiko 2 ‘Mandiangin Koo Selayan | Pulai Anak Afr
Guguk Panjang Huikit Apit Pubhun
Mandiungin Roto Seluyan | Manggis Ganting
Aur Birugo Tigo Baleh Birugo
Aur Birugp Tigo Baleh Aur Kuning
Aur Bimgo Tigo Baleh Ladang Cakinh
Aur Birugo Tigo Baleh Belakang Balok
Mandiangin Koto Selayan Campago Guguk Bulek
Guguk Panjang, Pakan Kurai
4 | Riskol | Guguk Panjang  Henteng Pasir Atas
Mandiangin Koto Selayan | Koto Selaynn
Mandlangin Koto Selayan Oaregeh
Mandiangin Koto Selayan Kubu Gulal Bancah
| Mandiangin Koto Selayan | Puhun Pintu kabun
Aur Birugn Tigo Baleh Palean Labuah
Aur Birugo Tigo Baleh Kubu Tanjung
" Aur Birugo Tign Baleh  Parit Antang

Sumber | Instrumen 88K tabun 2025

Dari tabel d iatas terlihat bahwa ada 2 (dua) kelurahan yang sangat
beresiko sanitasi yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah dan
Kelurahan Sapiran. Sedangkan Area beresiko tinggi ada 5 (Lima)
kelurahan, dengan telah ditentukannya area berisiko sanitasi sektor air
limbah, pokja sanitasi Kota Bukittinggi dapat menentukan daftar
permasalahan mendesak sektor air limbah agar pembangunan sarana
dan prasarana untuk masa yang akan datang dapat sesuai dengan
wilayah prioritas yang telah ditetapkan bersama dapat dilihat pada tabel
2.35 berikut ini:
Tabel 2,35
Permasalahan Air Limbah Domestik

Teknis . humnmammdnn pnwnnuairlimhah {IPAL dan !FLT]
= Masih terdapat 23,15 % akses belum layak
s Akses aman masih 0,0 %

Regulasi ¢ Belum adanyn Perda tentang air limbah domestik

s helum adanya krjelasan kewenangan / tugas pokiok dan fungsl
Kelembogean terkait pengelolaan air limbah domestik

Pendanaar » belum adanya anggaran APBD untuk pengadaan saranu din

prasarana air limbah domestik.
Peran sert = belum optimalnyn kesadaran masyarakat ferkiit pentingnym akses
Masynrakat AN

Sumber: Polge PKP Ko Bukittingg, tahun 2035
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2.3.2 Subsektor Persampahan

Daerah pelayanan untuk persampahan Kota Bukittinggi adalah semua
cakupan wilayah pemerintah Kota Bukittinggi. Daerah pelayanan
persampahan Kota Bukittinggi menurut pokja PKFP khususnya Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk penanganan persampahan
telah mencapai 82 %. Meskipun begitu, pola yang dilakukan berupa pola
kumpul-angkut-buang. Untuk area beresiko sanitasi sektor persampahan

dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel 2,36
Area Beresiko Sanitasi Persampahan
| e = = =z s BE == =
1 | Risiko4 i - - =

2 Risiko 3 Ouguk Panjang Aur Tajungkang Tengah Sawah
Guguk Panjang Pakan Kurai
Guguk Panjang Tarok Dipo
Mandiangin Koto Selayvan Puhun Tembok
Aur Tigo Balch Aua Kuning
Aur Tigo Baleh Saniran

3 | Msko2 Guguk Panjang | Kayu Kubu
Mandiangin Koto Selayan | Pulai Anak Air
Mundisngin Holo Selayan Bukit Cargang Kayu Ramang
Muandiangin Koto Selayan | Manggls Ganting
Mandiangin Koto Selavan Campago Ipuh
Aur Tigo Baleh Sapiran

__Aur Tigo Baleh Kubu Tanjung
_ Mandiangin Koto Selayan | Campago Guguk Bulek
o Aur Tigo Baleh Birugo

4 Risiho 1 Mandiangin Koto Selavan Kata Selayan
Guguk Panjang Bulkil Apit Puhun .
Guguk Panjang Benteng Pasar Atas.
Aur Tigo Baleh Ladang Cakiah
Mandiangin Koto Selayan | Garegeh
Mandiangin Koto Selayan | Kubu Gulai Bancah
Mandiangin Koto Selavan Puhun Pintu kabun
Aur Tigo Baleh Belalkang Balok
Aur Tigo Baleh Pakan Labuah S
Aur Tigo Balch Parik Antang

Surndver - Instnuiimen n!h;mglwmi?m_,mhm M5

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tidak ada kelurahan yang sangat
berisiko atau risiko 4 (empat]. Sedangkan Area beresiko tinggi ada 6
(enam) kelurahan yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah,
Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Puhun
Tembok, Kelurahan Sapiran dan Kelurahan Aua Kuning, dengan telah
ditentukannya area berisiko sanitasi sektor Persampahan, polgja sanitasi
Kota Bukittinggi dapat menentukan daftar permasalahan mendesak
sektor Persampahan agar pembangunan sarana dan prasarana untuk
masa yang akan datang dapat sesuai dengan wilayah prioritas yang telah
ditetapkan bersama dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini:




Teknis |« Belum adanya TPA

« Belum aida sistem penanganan untuk proses pemilahan jenis
sampah (organik/anorganik)

* Capajan pengurangan sampah baru 7,5 %%

Regulasi e perds lama sudab tidak relevan denpgan atiiran pengelolaan
sampab terbaru

» Belum adanya regulnsi yang mengikat masyarakal dalam
pemilahan sampah

Kelembagaan |« Beratnyn beban keme jika operator dan regulator masih
disatulan _

= Tidak potensialnyn lembagr nonpemerintah untuk pengurangan
sampah

e Belum adanya regulasi yang mengikat masyarakat dalam
pemilahan sampah.

Pendinaan » Kurangnya keterlibatan dari Non Pemerintah terkait pendanaan
swiisin

« Masih kurangnya anggamn untuk pengurangan sampah

Peran serta: o Rendahnya kesadarsn masyarakst dalsm  pemildhan dan

musyirakat pengelolnan sampah

Sumber : Pukje PR Kola Bulditngg, taban 2045

Untuk mengetahui dengan lebih jelasnya lagi terkait dengan hubungan
antara kriteria area berisiko sanitasi dengan penerima dampak dapat
dilihat pada peta berikut ini:
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Subsektor Drainase

Meskipun sektor drainase di Kota Bukittinggi pada saat ini sudah boleh
dikatakan baik tetapi masih ada beberapa hal yang harus kita benahi
agar sektor drainase benar-benar dapat menyalurkan air hujan maupun
air yang lain ke tempat yang sesuai dengan arah aliran drainase sehingga
tidak terjadi lagi genangan di sebagian kecil daerah yang ada di Kota
Bukittinggi, berikut di berikan tabel area beresiko sektor drainase Kota
Bukittinggi.

Tabel 2.38
Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan
[_ —— -_i- 1‘ p—— —— — —
(1) 12) ] 4]
1 Risiko 4 Gugulk Panjang Tarok Dipo
Mandiangin Koto Selayan Pulai Anak Alr
Mandiangin Koto Selayan Puhun Tembok
2 Risllko 3 Gupguk Panjang Pakan Kumi
Mundiangin Koto Selayan Manggis Ganting
| Mandiangin Koto Selayan Campago Ipush
Aur Birus Tigo Baleh Sapiran
Aur Birugp Tigo Baleh Ladang Cakiah
Aur Birugo Tigo Baleh Aur Kuning
k1 Risilo 2 Cujguk Panjang Bukit Cangang Kayu Ramang
Guguk Panjang Kavu Kubu
Guguk Panjang Aur Tajungkang Tangsh Sawsnh
Aur Birugp Tigo Balch Birugo
Mandiangin Koio Selayan Rubu Gulmi Bancah
Mandiangin Koto Selayin Campago Guguank Bulek
Guguk Panjang Bukit Apit Puhun
Aur Birugp Tigo Halch Belakang Balok
4 Risiko 1 | Mandiangin Koto Selayan Koto Selayan
Gupguk Panjang HBenterig Pasar Atas
Mandiangin Kato Belayan ~ Garegeh
Mandiangin Koto Selayin Puhun Pintu Kabun
 Aur Hirugo Tigo Baleh Pakan Labuah
Aur Birugo Tigo Baleh Kubu Tanjung
Aur Birugo Tign Baleh Parit Antang

Sumiher : Instrumen sunitasi dan penyesuaian |, akun 2025

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa hanya 3 (Tiga) kelurahan yang
sangat beresiko sanitasi vaitu Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Pulai
Anak Aia dan Kelurahan Puhun Tembaok, Hal ini disebabkan di kelurahan
Tarok dipo masih terdapat genangan dengan luas 3 Ha yvang disebabkan
masih kurangnya saluran drainase di sekitar kelurahan, begitupun
dengan 2 (dua) kelurahan lainnyva. Untuk lebih jelas lagi hubungan
antara kriteria area beresiko sanitasi dengan penerima dampak dapat
dilibat pada peta berikut ini:
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Bukittinggi dapat menentukan daftar permasalahan
mendesak sektor drainase agar pembangunan sarana dan prasarana
untuk masa vang akan datang sesuai dengan wilayah prioritas vang telah

ditetapkan bersama, dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini:

Tabel. 2.39
Permasalahan Drainase Perkotaan

| =
—

| =¥

=

_.’

Teknis = ka_pmi:u saluran sebhagian besar | ticdale o mtnmtkupl

{sistem) melainkan prioritas (kondisional)
—» sistem drainase yang digunakan sast ini sebahagian masih

belum lrﬁnl.egmm;-u unlumn an primer, sekunder, dan tr.r!ﬁq:r
kuran salumn tersier
proses pembangunan dritnase tidak didasarkan prioritas

tercampur dengan air limbah, alr impasan hujan, air figast
 dan air tanah

terjadinyn penyempitan seluran akibat tertutup sedimentas)
sehingga banyak salumn yang tidak berfungst sebagaimana
mestinya untuk mengalirkan air permulaan ke badan air
terdekat sehingga mengakibatkan genungan '
saluran ditumbuhi semak-semak

Peran serta | — kurang kepedulian dard  masvarakat disekliar  drainase

' masih terdapal masyamkat yang membuang sampah di

untuk memelibar saluran drainase

saluran drainase dan menditikan bangunan di atas saluran
drainase, sehingga saluran drainase berubah menjadl
saluran tertutup yang mengakibatkan terkendals dalam
pembuangan sedimentasi
kurangnya soslalisasi secara periodik yang dilakukin olch
SKPD tevkait mengenal manfaat dari saluran drainase

masyarakat  tidak memprioritaskan  saluran drainase

Kelembagaan | «»

didalam pembangunan rumah mereka

belum tertatanya sistem drainase, seperti arah alian yang
tidak teratur, belum berhubungannys saluran yang
dibangun dengan saluran utama
belum adanya regulasi yvang jelas terkuit drainase

-
3

Pendanaan

terbatasnya  angegammn  pemerintah  kota  yvang  lersedia,
menjadikan drainpse (sanitasi) menjadi kebutuhan yang
kurang prioritas

“Sumber- FGD Polge PKP Kota Bulathingg 2045
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KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 VISI DAN MIS] SANITASI
Perubahan adalah fenomena alamiah yang mesti tegadi, dimana
perubahan berhimpit dengan ruang dan waktu (space and time).
Spektrum Pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat
vang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik. Berpijak pada
kondisi dan potensi daerah kekinian dengan memperhitungkan potensi,
tantangan, dan peluang ke depan, disamping mengenali berbagai isu
strategis, baik di lingkungan daerah sendiri (internal) maupun pengaruh
dari luar daerah (eksternal] serta memperhatikan Visi Pembangunan
Nasional 2025-2045.
Visi dan Misi Sanitasi Kota Bukittinggi seperti yang tercantum di dalam
tabel di bawah ini:
Visi
“Bukittinggi aman sanitasi”
Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi
pengembangan sanitasi Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai visi Kota
Bukittinggi, berikut Sandingan visi misi Kota Bukittinggi dan visi misi
sanitasi dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1
Visi Dan Misi Sanitasi Kota Bukittinggi
Bulkittingsi Misi | : Peningkatan kualitas Buldttinggi | Misi Air Limbah
Cemilang, Sumber Daya Manusia dan Aman 1. Meningkarkan pelmyanan air
Berkeadilnn transformesi sosinl, dilakukan Sanitusi limbah yang optimal berwawasan
dan dengan upaya menciptakan lingkungan kepada masyarakat
Berbudaya. pembangunan pendidikan Rota Bukittinggl melalui
berkualitas yang meram, penyrdian sarana dan pasarana
Visi ini ‘menfamin kesehatan untuk dengan melibatkan partisipass
bertujunn ‘sEMUR masynrakat, serta altif masyarakat dan kemitraan
menciptakan | pequadiaan perlindungan sosiil dengan swasia.
kota il_":‘ﬂ yang agaplir. 2. Mewujudkan kecerdasan
inklusif, dan gi “:I:J'l;nacipmimﬂm air“mlimbahmd:;:::tnlz pengelolzan
berbudaya, u n ekanomi yang 1
dengan fokus | berkualitas metaluf transformasi o w] oL afonts bl tpeale
pada elonanl mm . 4. Penyusunan reguinsi penigelolian
pemerataan lingkungan; pengembangan air limbah domestik.
elonomi, ﬁm;n mh?;:n;:;]s:u \atui 5. Mowujudkan kemandirian
prmhcnlarmm mbuhan me
; masyarakat tentang pengelolaan
masyarakat, | peningicatan produlivitas air limbah domestik.
dan ekonomi dengan meningkntken 6. Mendorong peninglatan

infrestruktur | pemanifsatan jptei, inowisd,
berkualitas transformesi digital, dan

anggamn dan alternatil sumber
pembiayzan untuk sektor air

penerapan ekonomi hijaw, Hhempeng
Misi 3 : Transformasi tata keloly
pemerintuh duerah; menciptalan Misi Persaumpahan:
birokasi dengan regulisy vang 1. Meningkatkan pengurangan dan
adaptif, tunt asis, sena tata pemilahan sampah di hulu.
kelola vang berintegritas, 2. Meningkatkan pengeloiann
iangkas, dan kolaboratii. sampah melalui pengolehan
sampah di TPST.

4 : Menjaza stabi !
ﬁm:ﬁ dan httl:rl.'llli::ns tmum 3. Meninghathan Pﬂlﬁﬁ e
dengin menjunjung sup persampahan di Kota Bukittingg
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 MisiSwoitasi Ko

hudeuny; menciptilan suasing
vung aman dai NyRman seria
menorgah Terjadinym lonflik di
tengnh masyarakat,

Misi 5 : Mowujukan
ketangguhun sostal budayn dan
chkalogl dacrah; menciptalkan
masvarakal vang, beragama dan
berkebudavaan maju dalsm
bingkal keluirgn yang
berkualitas dengan tetap
berlandaskan padsa kearifan
loknl! Kota Bulkittingg,
mendorong terwujudnya
kesetaraan gender diva
pemenuhan hak anak, serta
menciptakan lingkungan hidup
berkusalitas dan berketahanan
energl, air, kemandirian pangan
serta resistensi terhadap
beneang dan perulsihan biim.

Misad 6 Mewujudkesn
pembanginan kewilgyahan yang
merata dam berkeadilan;
pemeraisan pembangunan
melalui pengembangan knwasan
pinggiran.

Misd 7 : Mewujudkan sarana dan
prasarana yang berkualitas dan
ramah lingkungan | penyediman
sarana prasarana publik vang
berwawasan lingkungan dalam
rangka pemeniihan pelavanan
dan mendukung kota yaog maiju.
Misi 8: Mewujudkan
kesinambungan pembangunan;
menjigs pentahapan
pembangunan scaual
perencEnaan dengan tetap
memperhatilain kelestarian
linghkungan,

unitk seluruh masyambkat.

4. Membentuk lembaga operator
pengelolasn persampahian.

5. Meningkatkan kesadamn dan
partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan persampahan.

6. Meninghkatkan sarnna dan
prasamuna persampahan sebagai
penunjang dalem pengendalian
maszinh persampahan di Kota
Bukittinggi.

7. Mengurangi timbulnn sampah
dalam rungka pengelolaan
persampaban yang
berkelanjutan.

8. Meningkatkan peran masyarakat
dalam pengurangan sampah
rumah langga,

Misi Drainase;

Mewitjudkan sarana pengendalian
banjir untk melindungi mvasan
permukiman, dacrah-dacrah
produksi pertanian, kawasan
perkotaan dan industri dengan
mewt judkan pembangunan
pengiiran vang berwawssan
Hnghkungan,

Misi Perilaku Hidup Bersih Schat

1. Mengoptimalkan sumber daya
kesehatin untuk pestingkatan
pelayanan keschatan
danmenciptakan tata kelola
pemerintahan yang buik

2. Meningkatican kermnandirian
masyarakat dalam berprilako
hidup bersth dan sehat.

3. Menggerakkan pembangunan
doerah berwawasan keschatan
dan berperan aktil menunjang

pelaksanaan pembangunan ‘
kesehatan yang berskala nasional

Sumbor : FGD Polga PRP Kota Bukinting
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi
Tujuan urnum dari pembangunan sektor sanitasi Kota Bukittinggi ahun
2026-2029 adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Sanitasi
Kota Bukittinggi:

a. Air Limbah Domestik
Tujuan utama pengelolaan air limbah domestik adalah untuk
meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih di Kota
Bukittinggi. Dengan pengelolaan air limhbah yang baik akan
menghindarkan penularan penyakit serta pencemaran lingkungan
melalui pembuangan air limbah yang aman. Perhatian utama
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ditujukan pada air limbah domestik baik yang berupa limbah tinja
fblack water) maupun limbah cuci dan mandi (grey water). Meskipun
demikian, perhatian tetap diberikan terhadap permasalahan air
limbah yang berasal dari sumber pencemar terpusat (point source)
seperti timbulan limbah dari industri tahu dan tempe serta limbah
dari aktifitas di rumah sakit.

Berdasarkan data sekunder saat ini akses aman di Kota Bukittingg
adalah 0%. Hal ini disebabkan karena Kota Bukittinggi belum memiliki
IPLT dan truk tinja. Begitu juga dengan IPAL, sampai saat sckarang
ini belum adanya IPAL yng dapat difungsikan di Kota Bukittinggi.
Sehingga program pengelolaan air limbah domestik ini mempunyai
sasaran meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
sehingga masyarakat dapat melakukan penyedotan secara berkala.

b. Persampahan
Secara umum tujuan pengelolaan persampahan adalah untuk
meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi melalui
pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Uralan dari tujuan
umum itu dapat berupa mewujudkan kinerja organisasi pengelola
persampahan vang berkualitas, efektilf dan efisien termasuk juga
pengelolaan TPA dan workshop secara profesional.

Selanjutmya perlu juga melakukan peningkatkan peran masyarakat
dengan mengembangkan kegiatan pemanfaatan sampah di seluruh
kelurahan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi
masyarakat. Dengan pelaksanaan pengelolaan bidang persampahan
yang baik diharapkan juga terjadi peningkatan pemahaman
masyarakat tentang SKPD vang mengatur pengelolaan sampah,
kebersihan dan keindahan dan retribusi pelayanan persampahan dan
berkembangnva kegiatan pemanfaatan sampah di seluruh kelurahan
schingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,
Tujuan dan sasaran pengembangan persampahan dirangkum dalam
tabel 3.2 dibawah ini:

Tabe] 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi
Meninghkatkan lingkungan | = Meninglotnys nkses aman | >  Tidsak terdapat IPLT di Kota
yang schil dan hersih di Kota dari 076 pada ahun 2026 Buldttinggi
Hulkirtingg melalui menjadi 3% pada tahun | # Tidak adanya IPAL di Kota
pengelolann air limbah 2029 Bukiitinggl
domestik yang berwawitsan » Tersedisnya layenan air #  Berdasarian data BFHRA
Hnghungan. limbah setempat yang 70 % musyarakat Kota
memudni pada akhir tahun Bukittinggi tidak pemah
2029 serta meningkatnya melakulen pengirasian
tingkat layanan menjadi tanghki septik

85% pada tahun 2029
» Tersedianyva lyyanan air
limbah lerpusat yvang
. memadai pada tahun 2029.

Terciptanya lingkungan Kota
Bukittinggl yang bersih, schat
dan muandin metadui

petipelvlasn sunpah Secsi
kampnehensil dan terpadu

mengurang dampak negatif

Mengoptimalican target
penanganun 83% dan
pengurangan 17% pada
tahun 2029

[prosentase pendudule
terlayvani] penanganen 87,7 %
dan Pengurangan 7.8%




dien memberikan manfaat serta
nilitd ekonomi sampah sehingga
Terwufudnya target nasional
untuk penanganan dan
pengurangan sampal sampai
tahun 2029

Sumber: Pokja PRP Kota bukittingg, Tabun 2025

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Arahan penetapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun
berdasarkan pilihan sistem dan Penetapan zona sanitasi dengan

mempertimbanghkan:

1. Arah pengembangan Kota yang merupakan perwujudan dari visi dan
misi Kota Bukittingg dalam jangka Panjang;

Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi;

Kawasan Beresiko sanitasi;

Kondisi fisik wilayah (topografi) dan struktur tanah; dan

Status Kelurahan sebagai Kelurahan perkotaan atau perdesaan.

0w

Arah pengembangan sektor sanitasi di Kota Bukittinggi dikelompokkan

menjadi 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Jangka Pendek Zona | dan Zona 2
Arah pengembangan penanganan sanitasi yang dimulai dari jangka
peridek sampai jangka panjang mi akan difokuskan kepada Kelurahan
yang termasuk kedalam risiko sangat tinggi.

2, Jangka Menengah Zona 3
Arah pengembangan sanitasi Kota Bukittinggi yvang dimulai dar
jangka menengah sampai jangka panjang difokuskan kepada
Kelurahan yvang termasuk kedalam area berisiko tingg.

3.2.3. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan
layanan air imbah juga meningkat. Tapi dengan terbatasnya anggaran
dan lahan untuk menyediakan prasarana layanan maka diperlukan
adanya rencana penanganan vang dapat dibagi dalam jangka pendek dan
menengah ataupun jangka panjang sehingga penanganan air limbah
dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Di dalam SSK dilakukan penentuan prioritas pengembangan system
pengelolaan air limbah (akses layak dan belum layak) secara umum dan
juga jangka waktu penanganan. Ada tiga kriteria dalam menentukan
prioritas pengembangan system pengelolaan air limbah yang kemudian
dikategorikan kedalam =zona-zona. Ketiga kriteria tersebut adalah
kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), dan
regsiko kesehatan lingkungan.

Strategi untuk keberlanjutan layanan sanitasi di Kota Bukittingsi dalam
hal aspek teknis dijelaskan dalam tiga subsektor dan satu aspek
sebagaimana berikut ini, yang meliputi penjelasan tujuan dan sasaran
sub-sektor yang akan dicapai hingga tahun 2029 beserta strategi vang
akan dilakukan untuk mencapai fujuan dan sasaran tersebut Pemerintah
Kota Bukittinggi telah menyusun sasaran dan strategi pengelolaan air
limbah guna meningkatnya rumah tangga yang memiliki jamban dengan
tangki septik dan bidang resapan sesuai dengan target RPIJMN 90%
akses layak di tahun 2025.
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Mendorong perbaikan konstruksi tangki septik melalui  program
percontohan pembangunan tangki septik di kawasan dengan pengolahan
air limbah sistem setempat (on-site system) guna meningkatkan rumah
tangga yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga
secara komunal serta meningkatkan penyediaan prasarana pengolahan
limhah komunal di kawasan pemukiman padat.

Merietapkan regulasi tentang pengelolaan SPAL komunal guna
meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta dengan
menyebarkan informasi dan materi komunikasi yang dibutuhkan oleh
kelompok sasaran dan stakeholders terkait termasuk meningkatnya akses
masyvarakat vang tidak memiiliki jamban sendiri terhadap MCK umum
serta menetapkan pemetaan wilayah untuk menilai kebutuhan MCK.

Meningkatkan dan mengoptimalkan layanan tangki septik terutama bagi
masvarakat berpenghasilan rendah dan kumuh perkotaan dan
memfasilitasi pengadaan lahan di wilayah pemukiman padat dan kumuh
kota. Termasuk meningkatkan peran swasta terhadap penyediaan
layanan sedot tinja agar tersedianya dan optimalnya sistem pengelolaan
lumpur tinja di tahun 2026 termasuk di dalamnya sistem pengelolaan
lumpur tinja. sejumlah sasaran dan strategi pencapaian hingga tahun

2029 telah ditetapkan. Sasaran dan strategi pencapaian dengn

tersedianya dan optimalnya sarana dan prasarana IPLT di tahun 2029,

Menyusun perencanaan dasar pengelolaan [PLT dan mengembangkan

sistem pengelolaan lumpur tinja sebagai pendukung dari penerapan

sistem setempat sesuai target universal acces Untuk dapat mencapai
sasaran terwujudnya wadah pengelola lumpur tinja, maka tiga strategi
telah disiapkan:

» Meningkatkan sistem penanganan tangki septik komunal dikawasan
kumuh dan daerah beresiko tinggi.

» Tersedianva sistem pengolahan air limbah dengan perpipaan berskala
kota (seweruge system) secara bertahap untuk menanggulang
pencemaran lingkungan. Tersedianya rencana pengembangan secara
bertahap sistem pengolahan limbah perpipaan berskala kota dan
menvusun perericanaan dasar pengelolaan limbah secara perpipaan
serta mengembangkan secara bertahap sistern pengelolaan air limbah
terpusat (offsite system) di kawasan padat penduduk dan CBD, serta
mengembangkan sistem perpipaan sederhana di kawasan kumuh.
Termasuk menvusun regulasi dan meningkatkan optimalisasi
menggunakan momentum dan intensitas kegiatan advokasi,

» Menyusun kajian kebutuhan pendanaan dan menyusun regulasi dan
intensitas advokasi serta meningkatkan peran swasta dan
stakeholders kota untuk mencapai cost recovery.

» Meningkatnya proporsi kontribusi masyarakat dalam pembangunan
subsektor air limbah dan meningkatkan partisipast masyarakat dalam
pengelolaan air limbah di kawasan komersial dan pemukiman serta
menyusun regulasi dan melakukan kegiatan advokasi.

Dengan mengacu kepada hasil Studi EHRA, Persepsi SKPD dan penerima
dampak, maka dapat ditentukan kelurshan mana yvang prioritas dan
kelurahan mana yang masih dapat dikembangkan beberapa tahun
kemudian sesuai dengan urutannya. Dari hasil perhitungan tersebut area
berisiko ditetapkan secara subjektif dapat dijadikan dasar penetapan
pembagian zona, dapat dipilih secara berurutan dari atas ke bawah
kawasan mana vang merupakan kawasan mendesak . Untuk penentuan
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zona area berisiko sektor air limbah dapat diperhatikan sebagai kawasan
sangat mendesak yang terdiri dari kelurahan sebagai berikut:

Untuk tahapan prioritas pengembangan tahun 2026-2027 adalah area
beresiko 4 dan 3 dengan sistem pengembangan:

1. SPALDS setempat
a. Indivuidual [tangki septik]) = 1 KK /unit.
b. Komunal (MK/tangki septik komunal) = 10 KK/unit.
2. SPALD Terpusat
a, Permukiman-Berbasis Masyarakat
- 50 KK /unit,
- 100 KK/unit.
b. Permukiman-Berbasis Institusi
- 200 KK/unit.
-~ 500 KK/unit (hanya memungkinkan jika jumlah penduduk di
Relurahan tersebut > 500 KK).

Untuk lebih jelasnva dapat dilihat pada gambar berikut :
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Secara garis besarnya Kota Bukittinggi untuk sektor air limbah terdiri
dari 3 (tiga) zona vaitu :

88

Zona | : merupakan zona dengan opsi teknologi tergolong pada zona
SPALDS (setempat) tangki septik individu setempat karena
merupakan kawasan vang berada pada area beresiko sangat tinggi
vang harus diatasi pada jangka pendek yaitu tahun 2026 dengan
pilihan sistem komunal. Adapun Kelurahan yang ditangani secara
Komunal ini adalah penanganan vang dilakukan dalam jangka
pendek vaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah dan
Kelurahan Sapiran.

Zona |l : Merupakan kawasan yang jumlah penduduknya vang berada
pada area beresiko tinggi harus diatasi tahun 2026-2028 dengan
pilihan SPALDT sistem terpusat (off site] yaitu pembangunan [PAL.
Adapun Kelurahan yang ditangani secara off site ini adalah
penanganan yang dilakukan dalam jangka pendek adalah kelurahan
belakang balok, kelurahan Campagoe Ipuh, Kelurahan Bukit Cangang,
kelurahan Kayu Kubu.

Zona Ill: Merupakan wilayah perkotaan yang termasuk pada tahapan
pengembangan dengan sistem SPALDS tangki septik individu dan
SPALD terpusat vaitu pembangunan IPAL diarahkan untuk
pengembangan jangka menengah dan jangka panjang vaitu tahun
2029. Yang termasuk kewilayah zona Il adalah kelurahan yang
termasuk dalam area beresiko sedang dan daerah kurang beresiko
dengan sistem pengelolaan limbah melalui STBM, stimulan jamban
serta penvediaan MCK bagi keluarga vang tidak memiliki jamban
pribadi,

Adapun target cakupan layanan yang ingin dicapai dalam jangka
peridek, menengah dan jangka panjang secara lebih rinci disampatkan
dalam sebagai berikut

Tabel 3.
Tahapan Pengembangan Air Limhai Domestik Kota Bukittinggi
A pendek menenguh
(1) 2} (3] i) (&)
Wilayah Perkotaan
A | BABS di Tempat Terbuka fﬂ-ﬂ 0.0 0.0
B | BABS di Tempat Tertutup 0.0 0.0 0.0
C | Akses Belum Layak 23,1 20,0 15,0
D | Akses Layak 76.9 78,5 82.0
'E | Akses Aman = 0.0 1.5 3.0
Wilayah Pedesann
A _BABS di Tempat Terbuka - - -
B | BADS di Tempat Tertutup, - - -
C | Akses Belum layak = B -
I | Akses Lavak - -
_E T!...'mnn Aman = -
Total 100 100 100

Sumber : Pokgn PRP Rota Bukittinggg, Talun 2025
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Pada tabel terlihat bahwa rencana pengembangan untuk jangka pendek
pada akses aman meningkat dari 0% menjadi 1,5% hal imi karena
menurut rencana sudah terbangunnyva IPLT pada tahap pengembangan
jangka pendek ini. Demikian juga untuk jangka menengah untuk akses
aman meningkat menjadi 3% hal ini diasumsikan telah adanya truk tinja
dan telah dilakukan pendataan LLTT.

Tahapan pengembangan sektor Persampahan

Salah satu arah kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui

Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi

Ramah Lingkungan adalah:

1} pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenia Sampah
Rumah Tangga dimana Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

e pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

e pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

* pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

2] penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga dilakukan melalui:

e« pemilahan;

pengumpulan;

pengangkutan;

pengolahan; dan

pemrosesan akhir.

Arah kebijakan pengelolaan persampahan nasional saat ini mengacu pada
beberapa regulasi strategis pemerintah salah satunya adalah Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menekankan
transformasi pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang
menuju  sistem pengelolaan terpadu dan berkelanjutan berbasis
pengurangan sampah, ekonomi sirkular, serta pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan.

Secara nasional, arah kebijakan pengelolaan persampahan meliputi:
pengurangan timbulan sampah dari sumber.

peningkatan pemilahan dan daur ulang.

penguatan TPST dan bank sampah.

pengurangan ketergantungan terhadap TPA.

penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

serta peningkatan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan
sektor swasta,

Dalam Jakstranas Persampahan, pemerintah menetapkan target nasional
pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar
T %,

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan
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Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
di tahun 2026, dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Segjenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun
2026.

Untuk pengembangan sektor persampahan di Kota Bukittinggi dibagi atas
3 (tiga) zona yaitu:

1.

Zona 1 yaitu: zona vang tahapan pengembangan prioritas untuk
jangka pendek yaitu tahun 2026, zona ini di lakukan penanganan
persampahan oleh pemerintah dengan pengangkutan cleh mobil truk
dan compactor truck dan langsung di bawa ke TPA serta berada pada
area beresiko tinggi dalam area beresiko. Adapun kelurahannya
adalah Kelurahan Tarok Dipo, kelurahan Aur Tajungkang Tangah
sawah, kelurahan pakan kurai dan Aur Kuning

Zona Il yaitu: zona untuk tahapan pengembangan tahun 2026-2027
dengan di fokuskan pada tahapan pengurangan yaitu pemilahan
sampah vang dikelola oleh bank sampah dan rumah kompos,
kelurahan vang termasuk kedalamnya adalah kelurahan yang masuk
pada area berisiko 2 (berisiko rendah) adapun kelurahan yang
termasuk adalah Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Cangang,
Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Campago [puah, Kelurahan
Sapiran, Kelurahan puhun tembok, Kelurahan kubu Tanjung,
kelurahan bukit Apit pubhun dan Kelurahan Birugo.

Zona Ill yaitu: zona untuk tahapan pengembangan sampai tahun
2027-2029. Tahapan pengembangan pada zona ini juga disarankan
untuk pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan
timbulan Sampah Rumah Tangpga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga serta pemilahan sampah Kelurahan vang termasuk ke
dalam zona ini adalah keluraha selain pada item 1 dan 2.

Tabel 3.4
Tahapan Pengembangan Sampah Perkotadn
Sistem I % :
i _ N | ekninting (%) Jangka
_m - JonGsy |- mentugah

Penpumngan Sampah 7.8 % 15 %% ! 1T %
Penanganan Sampah . 87,7 % | B5 % |  83%
Sumpah Tidak Terkelola | 4,6% 0 % I 0 %
| Total ] 100 % 100% | 100%

Sumber : Poiga PEP Kota Bukittnggs, Talvun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk pengurangan sampah pada
tahap pengembangan jangka pendek naik menjadi 15% dengan asumsi
adanya pemilahan sampah di TPST yang dibangun cleh pemerintah kota
bukittinggi tahun 2025, Kemudian pada jangka menengah juga terjadi
kenaikan angka pengurangan sampah menjadi 17% hal ini diasumsikan
akan berjalannya kegiatan pada bank sampah yang akan disosialisasikan
herada pada beberapa kelurahan yang ada di Kota Bulattinggl tahun 2029,
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3.2.5. Skenario Pencapaian Sasaran

3.3

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang tahapan pengembangan sektor

air limbah dan sektor persampahan maka pokja PKP Kota Bukittinggi dapat

membuat skenario pencapaian sebagai berkut:

bel 3.5
Skenario Pencapaian Sasaran :; Limbah Domestik dan Persampahan
Tahun
Komponen 2026 | 2027 | 2008 2008
Adr Limlbah Domestikc - . -
Alrses Aman L5 % 2%, 25% 3 %
Akses Layak 78,5% 79% 80%% B2%
Akses Layak Perdesann 0% 0% 0% 0%
[ Akses Belum Layak 20% 15% L0Y% 5%
BABS Tertutup D% 0% 0% 0%
BABRS Terhtika 0% 0% 0% D %
Pematiganih B25% 84,5% 84% B3%
Pongurangan 15% 15,5% 16%% 1795
Sampah Tidak Terkelol 0% 0% 0% 0%

Sumber : Polga PRP Kot Bukittingg, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa untuk sektor air
limbah skenario pencapaian untuk akses aman pada 2025 masih 0%
disebabkan Kota bukittinggi masih dalam proses pembangunan [PLT
sampai dengan 2025. Namun pada 2026 skenario ditingkatkan 1,5%
diasumsikan akan dibangun atau difungsikan IPAL yang masih belum
berfungsi. Untuk 2029 diasumsikan kegiatan yang direncanakan untuk
kemajuan sektor air limbah perkotaan mencapai 3 % karena [PLT sudah
dapat difungsikan dan layanan LLTT sudah dapat dijalankan.

Sementara itu untuk sektor persampahan terlihat pada tabel diatas bahwa
penanganan sektor persampahan diupayakan menurun setiap tahunnya
dengan asumsi kegiatan lebih difokuskan pada pengurangan sampah
dengan optimalisasi TPS3R yang telah ada dan pembangunan bank sampah
di utamakan pada area beresiko merah dan kuning,

KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Pertumbuhan Ekonomi Kota Buldttinggi tahun 2022 mengalami kenaikan
menjadi 4,67 persen setelah berupaya menggeliat akibat mengalami
tekanan berat pandemi Covid-19 tahun 2020 di angka -1,74%. Meskipun
belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pancemi Covid-19, namun
pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota
Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan
kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan selama tahun
2020 sampai dengan 2021.

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota
Bukittinggi tahun 2023 berada diatas target pertumbuban ekonomi yang
ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,79 persen. Meskipun capaian
pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2023 berada dibawah
pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05 persen, namun berada
diatas capaian provinsi yaitu 4,62 persen. Untuk laju pertumbuhan
perekonomian tahun 2024 sebesar 4,52 persen vang berarti turun bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2025
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penurunan menjadi 3,51 persen berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Siatistik Kota Bukittinggi.

Untuk kemampuan pendanaan sanitasi Kota Bulattinggi, pokja sanitasi
sudah mendapatkan kesepakatan anggaran sanitasi terhadap belanja
langsung adalah sebesar 2%. Dan dari anggaran sanitasi tersebut
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari program kegiatan vang
nantinya akan dibahas pada bab selanjuinya. Untuk kebutuhan setiap
anggaran dan komitmen sanitasi Kota Bukittinggl dapat dilihat pada tabel-
tabel di bawah ini:
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BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuain arah kebijakan
dan prioritas penanganan sanitasi, Kota Bukittinggi sangat menyadari
pentingnya Strategi layanan sanitasi yang merupakan dasar dari tujuan dan
sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi
sanitasi Kota. Kota Bukittinggi merumuskan rekomendasi strategi layanan
sanitasi berdasarkan pada isu-isu utama yang sedang dihadapi saat ini oleh
Pemerintah Kota Bulittingg.

Berdasarkan sasaran vang telah ditetapkan, maka strategi untuk
mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu
strategis pada kajian bab sebelumnya terutama mengenal isu strategis,
permasalahan mendesak, dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini. Rumusan
tentang tujuan, sasaran dan strategi sesuai dengan pengelolaan sanitasi pada
dokumen Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi, dan kesepakatan Pokja PKP
Bukittinggi.

Sasaran adalah hasil vang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapal
visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. isu strategis
aspek teknis dan non teknis terdiri dari:

1. Subsektor air limbah domestik

2, Subsektor persampahan

4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK
Perumusan strategi pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara
sistematik dengan menggunakan metoda kerangka kerja logis. Metoda ini
mempedomani isu strategis vang ada pada sektor air limbah di Kota
Bukittinggi untuk kemudian ditindaklanjuti satu persatu dalam bentuk
strategi, sebagaimana dapat diliihat pada tabel 4.1:
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Strategi 1 :

Strateg 2 .

Strategi 3 :

Strategi 4 :

Strategi S :
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Penvediaan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana

sistemn air limbah domestik untuk mencapai target pada tahun

2029,

A Pembangunan IPLT.

b. Pemenuhan kebutuhan terhadap jamban dan tangki septik
individual bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

¢. Penyediaan sarana pengumpulan, pengangkutan air limbah
domestik untuk meningkatkan jangkauan layanan seperti
pengadaan Jasa Penyvedotan Lumpur Tinja.

d. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur
sanitasi,

e, Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan
sanitasi,

f. Pengelolaan data berbasis Website.

Menyiapkan stimulus atau insentil rehabilitasi tangki septik
rumah tangga serta penyambungan ke [asilitas pengolahan air
limbah Domestik.

a. Pembangunan [PAL komunal di kawasan yang beresiko
kuning dan merah pada area berisiko

b, Pemenuhan kebutuhan terhadap jamban dan tangki septik
individual/komunal bagi masvarakat Kota Bulittinggi.

c. Penvediaan sarana pengumpulan, pengangkutan air limbah
domestik untuk meningkatkan jangkauan layanan seperti
pengadaan truk tinja dan motor roda 3 (bencak motaori.

d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola air limbah
domestik (ALD) (penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis pengelolaan air imbah domestik, dan peningkatan tata
kelola  penyelenggaraan  program  pengelolaan  dan
pengembangan SPALD).

Pemilihan Opsi Teknologi Instalasi Pengelolagn Lumpur tinja
(IPLT). Keterbatasan lahan di Kota Bukittinggi berdampak ke
pemilihan opsi teknologi pengolahan di IPLT.

Menyusun perda yvang mengatur tentang pengelolaan air limbah

vang disesuaikan dengan aturan di atasnya.

a. Penvusunan peraturan pengelolaan air limbah (berupa:
Peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah, dan
Peraturan kepala daerah mengenai pelaksanaan layanan
lumpur tinja terjadwal atau LLTT).

b, Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penegakan
peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik serta
melakukan pengendalian, dan penanggulangan terhadap
pencemaran lingkungan.

Peningkatan promosi/kampanye /edukasi pengelolaan air limbah

a. Sosialisasi pembangunan jamban layak/aman kepada
masyarakat.

b. Pembinaan dan Pengawasan pada masyarakat dalam
pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SPALD.

¢, Bantuan Infak dan Sedekah dari Baznas untuk jamban dan
tangki septik layak bagi kepada masyarakat kurang mampu.

d. Sosialisasi mengenai layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
setelah terbangunnya IPLT.
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e, Layanan sedot tinja gratis bagi MBR.

f. Penyediaan pola subsidi/reward yang tepat untuk
meningkatkan penerapan LLTT (Lumput Limbah Tinja
Terolah) tahun n+3 bagi masyarakat

g. Publikasi website dan jaringan media massa serta saluran
komunikasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan iklan layanan
masvarakat terkait penyuluhan tentang pengelolaan air
limbah domestik.

h. Pembinaan masyarakat sadar limbah.

Strategi 7 : Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik.
Strategi meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah
domestik yaitu dengan adanya peningkatan anggaran tujuannya
meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan
air limbah domestik. Secara tidak langsung akses lavak dan
pelayanan terhadap rumah tangga dapat ditingkatkan menjadi
lebih bail.

4.2 SAMPAH PERKOTAAN
Perumusan strategi pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara
sistematik dengan menggunakan metoda kerangka kerja logis. Metoda ini
mempedormnani isu strategis vang ada pada sektor air limbah di Kota
Bukittinggi untuk kemudian ditindaklanjuti satu persatu dalam bentuk
strategi, program, dan kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2
berikut ini.
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Untuk TPS 3R dalam hal ini adalah rumah kompos vang dikelola oleh
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat imni hanya dapat melakukan
pengolahan sampah pada masih-masing rumah kompos adalah sebanyak
1,5 ton/23 hari. Sampah yang masuk per hari hanya 1 ton, sedangkan
seharusnya sampah vang dapat diolah setiap harinya adalah sebanyak 3
tonn. Hal ini terjadi karena susahnya mendapatkan sampah organik
karena masih minimnya masyvarakat yang melakukan pemilahan sampah
dari sumbernyas. Sehingga sumber sampah organik untuk rumah kompos
hanva dari pasar bawah Kota Bukittinggi, Untuk itu pada program
kegiatan dilakukan optimalisasi rumah kompos atau TPS3R.

Strategi 1 : Penyedisan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
a. Pembangunan insfrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST).
b. Pemilihan Opsi TPST Skala Kota pengolahan sampah yvang
harus mempertimbangkan keterbatasan lahan yang tersedia
di Kota Bukittinggi.
c. Pertimbangan kemampuan kapasitas TPST pengolahan
potensi imbulan sampah Kota Bukittinggi.
d. Penyediaan dan  pemeliharaan sarana  prasarana
penampungan dan pengangkutan sampah terpilah.
Penerapan kebijakan pengangkutan sampah terjadwal,
Peningkatan sumber daya pengelola sampah seperti
melakukan workshop untuk petugas kebersihan.

SN

Strategi 2 : Fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan persampahan,
Peningkatan kerja sama dengan stakeholder [BUMN/BUMD,
pihak swasta, dewan legislatif, tokoh masyarakat/tokoh
adat/tokoh agama, dll) dalam penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan persampahan seperti dengan melakukan audiensi
dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Bukittinggi
(BUMN/BUMD, pihak swasta, dewan legislatif, tokoh
masyarakat /tokoh adat/tokoh agama, dll] dalam rangka
peningkatan pemahaman, kesadaran, penyamaan persepsi, dan
promosi serta partisipasi di dalam pengelolaan persampahan di
Kota Bukittinggi.

Strategi 3 . Peningkatan komitmen daerah dengan tersedianva peraturan
daerah terkait pengelolaan Persampahan di Kota Bukittinggi
untuk dukungan tata kelola sampah yang baik.

&. Penyusunan peraturan pengelolaan persampahan (berupa:
Peraturan daerahh mengenai pengelolaan persampahan dan
retribusi).

b. Melakukan pengawasan, pembinaan, terhadap penegakan
peraturan mengenai persampahan serta melakukan
pengendalian, dan penanggulangan terhadap pencemaran
lingkungan.

Strategi 4 | Meningkatkan kampanye / edukasi / penvuluhan kepada
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
a. Pembinaan pengelola kegiatan daur ulang.
b. Fasilitasi rantai pemasaran produk TPST/Offtaker, dan
kegiatan Daur Ulang.




o

108

Bantuan sarana kegiatan daur ulang.

Reward bagi pengelolaan kegiatan daur ulang vang aktif,
Pelaksanaan pilot project untuk kegiatan komposting skala
rumah tangga.

Pembinaan kepada kelompok swadays masyarakat dan
masvarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemberian auward kepada kelompok swadaya
masyarakat/masyarakat vang berinovasi dalam pengelolaan
sampah aman-berkelanjutan.

. Melakukan kampanye dengan menggunakan media vang

lebih informatif dan kekinian.

Melakukan  sosialisasi  peraturan/kebijakan  mengenai
pengelolaan persampahan kepada masyarakat,
Penyelenggaraan workshop pengelolaan sampah kepada
Masvarakat
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BAB WV
PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKAS] PENDANAAN SANITASI

Penyusunan program-kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi Kota
Bukittinggi tahun 2026-2029 merupakan hasil pembahasan Polgja PKP Kota
Bukittinggi (internalisasi) pada Tanggal 15 Agustus 2024. Ringkasan
kebutuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi baik untuk pengelolaan
air limbah domestik maupun pengelolaan sampah disajikan dalam Tabel 5.1
sampal dengan Tabel 58 yang menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi
anggaran pertahun dan masing-masing sumber anggaran [APBD Kota
Bukittinggi, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR dan masyarakat). Dana APEN
yarig dimaksud adalah dana APBN total baik dana APBN yang dikelola oleh
Pusat atau APBN murni dan dana APBN vang pengelolaannya diserahkan
kepada kabupaten/kota dalam bentuk DAK.

Penvusunan program kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi Kota
Bukittinggi Tahun 2026-2029 secara umum sudah mempertimbangkan antara
lain:

1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bukittinggi,

2. Kewenangan masing-masing sumber pendanaan lainnyva baik dari
Pemerintah  Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta/CSR, maupun
masvarakat;

3. Kriteria kesiapan [Readyness Criteria) yang diperlukan;

4. Kaidah SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition,
Construction, Operation and Maintenance] terutama untuk program
kegiatan yang bersifat fisik.

5.1 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI

Total estimasi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi di
Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 Rp92.271.000,00 dengan persentase
40% atau Rp37.346.000,00 dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan
sekitar 60% atay sekitar Rp.54.925.000,00 dialokasikan untuk
pengelolaan air limbah domestik. Berikut ringkasan kebutithan investasi
pengembangan sanitasi Kote Bukittinggi, khususnya pada sektor air
limbah domestik dan persampahan, selama 4 tahun ke depan (2026-
2029).

Tabel 5.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sanitasi

Domestik 14,442 14.7
2 Persampahan 6,516 | 6.566 | 17.641 | 6.623 37.346
Jumblah 18.619 | 20.246 | 32.083 | 21.323 92.371
Sumber: Hasil Analisis Polda PKP Kota Buldttingg, tahun 2025

Tabel 5.2
Perhitungan Funding Gap Pendanaan Sanitasi

No Umaian

Kehutuhan
Pendanasn
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S s . e O (i i
; Kemampuan .

2 | pendanaan 19.261 | 19.311 | 19.361 | 19.412 77.345
3 | Selisiti (Rp) 0 935 | 12722 1911 14,926
4 | Selisih (%) (1] 50 74 11,1 19,63

Sumber: Hasll Analisin Poldn PRP Kota Bukittinggl, tahon 2025

Dari Tabel 5.2 bisa terlihat Perhitungan kemampuan Pendanaan Sanitasi
Kota Bulittinggi 2026-2029. Total penganggaran yvang dibutuhkan untuk
melakukan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi hingga
tahun 2029 adalah sebesar Rp92.271.000,00. Sedangkan kemampuan
Pendanaan Kota Bulittinggi sampai tahun 2029 adalah sebesar
Rp77.345.000,00 didapatkan dari hasil proyeks: pendanaan APBD
langsung dengan kesepakatan 5 % untuk anggaran sanitasi sebagaimana
telah disepakati pokja pada BAB 11

Rekapitulasi  kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi Kowa
Bukittinggi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3 memperlihatkan
seluruh program dan kegiatan yang diperlukan untuk pembangunan
sanitasi di Kota Bukittinggi sudah dialokasikan sumber-sumber
pendanaannya.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Per Sumber Anggaran

Tl [P ?gﬁftJ &5 8739|860 33.613

2 APED Provinsi | 0 28 9.8 3.15 15.75

3 | APBN 10.035 | 19.835 | 9.424| w42 48,718
Jumish A 17.789 | 31.146 | 27963 | 21.183 98.08 1

1 | CSR Swasta 180 200 4.12 140 524.12
2 | Masyarakat L 0 0 0 0
3 | pak 6550 0 0 0 650
Jitmiah B ~ B3D| 200| 4020] 140 5290

Total (A+B) 619 | 313496 [ 25083 | 21.323 96.37 |
R of m{ 1722 1oy 15.568

Sttmber: Hasll Analisis Polgn PRP Kots Bulattingg, tahin 2025
5.2 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI (PEMERINTAH)

Estimasi APBD Kota Bukittinggi vang dialokasikan untuk pembangunan
sanitasi Tahun 2026-2029 seluruhnya berjumlah Rp33.613.000,00 yang
mana dari jumlah tersebut sekitar Rp7.367.000,00 untuk Air Limbah
domestik dan sekitar Rp26.246.000,00 di persampahan. Tabel 5.4 berikut
menggambarkan kondisi perencanasan sanitasi yang bersumber dari
pendanaan APBD.
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Tabel 5.4
Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Kota Bukittinggi

~ I o]

' Angguran E — - { [Rp Juts)
2026 | 2027 | 2028 | 2020 | ©F T

Alr Limbah "
1 Domestil 1.338 1.645 2,098 L.986 T.367
2 | Persampahan 416 | 6566 | 6641 6.623 26.246
Jiimtah T.754 R.511 8739 B.609 33.613

Seimiber; Hasl Analtsis Pokja PP Kot Bukittiagg, talus 2025

Usulan program kegiatan terkait sanitasi Kota Bukittinggi untuk tahun
2026-2029 setelah dilakukannya pembahasan dari masing-masing
Perangkat Daerah diusulkan beberapa program kegiatan vang bersumber
dari pembiayaan APBD Provinsi sebagaimana pada Tabel 5.5,

Tabel 5.5
Rekapitulasi Sumber Penidanaan APBD Pravinsi Sumatera Barat

Sumber |  Tahun Anggares (Rp Juta] | pTotal

Wl e I TR | Acggeran

| 4 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | (dutw) |
Alr Limbah ,

1 Dairest i - 28 2.8 3.15 B75

2 | Persampahan - - TOO0 . 7.000

Jumlah - 2B aR 3.5 15.75

Sumber. Hasd Analiss Pokjo PRP Kot Bukitingi, Tahaun 2025

Tabel 5.5 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan
sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari APBD
Provinsi dengan jumiah sebesar Rp8.750.000.000,00 alokasi anggaran

untuk Air limbah domestik sementara untuk sektor persampahan adalah
Rp15.750.000.000,00.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Sumber Pendanaan APEN
p— - — - T
| Amgpmn 7006 | 2027 | 2028 ]| 2020 | {Rp Juts)
1 e 10.035 19.835 G424 5,424 $8.T18
2 | Persmmpahun - - - - -
Jurmlah 10,435 19,815 G424 0.424 48.718

Sumber: Hasil Analisis Polds PRFP Kota Bulaitingg, miam 2025

Tabel 5.6 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan
sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari APBN
dengan jumlah sebesar Rp48.718.000.000,00 yang seluruhnya
merupakan peruntukan untuk alokasi sektor air limbah domestik.
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Tabel 5.7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK
| 2026 2027 | 2028 | 2029
1 | Air Limbah Domestik 650 . - - 650
2 | Persampabhan - - - - -
Jumish Hai) . 650

Sumbser: Hasll Anilisie Pokjia FEP Kotn Buldtteiggs, talam 2025

Tabel 5.7 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan
sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari DAK
dengan jumlah sebesar Rp650.000.000,00 yang seluruhnya merupakan

peruntukan untuk alokasi sektor air imbah domestik vaitu pengadaan
trulk tinja.

5.3 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI (SWASTA)
Rencana pendanaan sanitasi yang bersumber dari dunia usaha/swasta
vang dilakukan melalui mekanisme CSR seperti yang terlihat pada Tabel
5.8 berjumlah Rp644.000.000,00 sumber pembiayaan CSR diharapkan
untuk pembiayaan program kegiatan Pembangunan Tangla Septik
Komunal untuk sektor air limbah dan Pembangunan 1 (satu) unit TPST
dengan sistermn Refuse Derived Fuel (RDF) untuk sektor persampahan.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta /CSK

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (RpJute) |
1 | Air Limbah Domestilk 80 1060 120 140 440
2 | Persampahan 0o 100 4 o 204
Jumlak 180 200 4,132 140 (3o}

Sumbrer: Hasal Analiss Pola PKP Ko Bukittdngsg, tabais 25

Tabel 59 merupakan rekapitulasi pendanaan untuk pembangunan
sanitasi di Kota Bukittinggi pada Tahun 2026-2029 bersumber dari
Partisipasi Masvarakat. Terlihat bahwa didalam hal pendanaan, belum
ada kontribusi masyarakat untuk mendukung kegiatan percepatan
pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi, Kedepan, periu diformulasikan
upaya-upaya kreatif agar masyarakat menjadi paham dan berempati serta
pada akhirnya mau berkontribusi untuk mendukung pemerintah di
dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Buldttinggi.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

b= = - 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | &
1 | Air Limbah Domestik - - | - l
2 | Persampearhan =] S | =
.!'l.i.!]]]i'lh -J - - -

Suniber: Hall Anciliss Polga PIP Kota Beittingg, fahin 2025
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK KOTA BUKITTINGGI

PELAPORAN DAN JADWAL MONITORING IMPLEMENTASI SSK

Tujuan Pembangunan Sanitasi Tingkat Kota yang telah dinvatakan dalam
sebuah dokumen SSK. Dokumen SS8SK juga mencantumkan target
Pembangunan Sanitasi baik subsektor (Air Limbah, Persampahan dan
Drainase). Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan guna mendukung
tercapainva Tujuan Pembangunan Sanitasi Kota,

Dalam pelaksanaannya kedepan, perlu dilakukan pemantauan dan

evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat

ketepatan penggunaan sumber daya baik manusia, alam maupun

keuangan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga

perlu  dilakukan wuntuk mengetahui hambatan/masalah dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas

proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan

untuk menilai capaian subsektor sanitasi. Pemantauan atau juga dikenal

sebagal Monitoring bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan
kegiatan;

2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya; dan

3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan
pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain,
pelaksanaan, dan manfaat kegatan danprogram pembangunan sanitasi,
Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi
pengambil keputusan berkaitan dengan:

1. Kemajuan relatil capaian strategis pembangunan sanitasi dengan
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka
kebijakan dan strategl yang disepakati;

2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam
usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi;

3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pokja PEP dalam memantau
pelaksanaan pembangunan sanitasi dimulai dar Kerangka Kkerja logis
untuk memantau tercapaianya tujuan, sasaran serta terlaksananya
strategi pembangunan melalui program kegiatan yang akan dikawal oleh
Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada
berikut ditampilkan mekanisme dan jadwal pemantauan dan evaluasi
kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan, yang pelaporannyva
dilakukan melalui sistem Monev berbasis web: www.nawasis.org, berikut
tabel rencana jadwal monitoring tahun N+1 tahun 2025 rencana strategi
dokumen sanitasi vaitu sebagaimana tabel berikut
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Monitoring akan dimulai pada tahun ke depan terkait pelaporan
perkembangan pemantauan mencakup 3 (tiga) modul vaitu modul data
teknis, modul program kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai serta
investasinya , dan juga modul sarana prasarana yang memuat tetang
svstemn, jenis dan jumlah infrastruktur baik sektor limbah maupun sektar
persampahan.

Berikut kegiatan monitoring yvang telah dilaksanakan pada tahun 2025,
tahun disusunnya dokumen strategi sanitasi melalui kegiatan uji coba
skala layanan terbatas pada kegiatan pembangunan TPST dan
Pembangunan Tangki Septik Individu pada kawasan padat. Sebagaimana
tabel pemantuan berikut ini :

Tabel 6.2
Form Pemantaunan Monitoring pelaksanaan ufi coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2025
Laporan Pelaksanaan Uji Coba |mﬁd Layanan: Penanginan Sampah
Layanan Skala Terbatas (M3] Tahun Untuk Masyarakat
Anggaran 2024 Kota Bukittinggi
Kegintan: Pembangunan TPST

Isu Strategis . Masih kurangnya fasilitas untuk kegiatan IR
Rekomendasi Strategis ¢ Pengentasan Sampah Kota Bukittinggi
Paket Kebijakan :  Paket Kebijakan 6 GERAM (Gerakan Pelibatan

Masyarakat dalam Pengelolann Lingkungan)
Deskripsi Model Layanan ;- Kesesuaian dengan prioritas
Sunitasi program fkegiatan  (untuk  menjawab  isu

Jumlah fasilitas pengangkutan sampah belum
memadai dalam rangka upaya peningkatan
akses sampah terkurangi dengan Penvediaan
Sarana dan Prasamana Pengelnlaan

Persampahan
Kesesyaian dengan prioritas © Area berisiko 3 (tiga)
program /
kegiatan (untuk menjawab
isu strategis dan kesesuaian
tengun Rekomendasi
stralegis
| pemantacas ol Woatioust
1 Pembangunan :  Terbangunnoyas TPST Terselesaikan bangunan
ST | | | TPST )
a4 Nama OPD : | Badan Perencanaan Hadan Perencanaan
Pengampti Pembangunan, Risct dan Penibangunan, Riset dan
— | Inovasi Daerah Inovasi Dacrah
b lLokasi : | Kelurahan Campago Kelurahan Campago
| Kegiatan | | Guguak Bulek Guguak Bulek
¢ | Kesesuaian | : | Area Beresiko 3 Ares Beresiko 3
dengan
prioritas
Skala
Layanan . i B
d | Waktu : | Tuhun 2023 s/d Tahun Siap operasi 2024
Pelaksanaan 2024
.. 8/d.) I -
¢ | Jumlah : | 138.534 138.534
Penerima
Manfaat (jiwa) | ]
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f Kebutuhan [ [ |1 miliar ' 11 miliar
__ Dann (Rp). |
| g Sumber Danas | : BKK Provinsi BKK Provinsi
h | Output ¢ Terbangunnya TPST Terbangunnya TPST
i Kendala s - -
Permasalahan =~
4  Capaian Multi Aspek —
a regulasi : | Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota

| Bukittinggi Nomor 28 tahun | Bukittinggi Nomor 28
2018 tentang Pengurangan tahun 2018 tentang

Penggunaan Kantong Pengurangan Penggunasn
Belanja dan wadah/ Kantong Belanja dan
kemasan Makanan dan widah/ kemasan

Minuman Berbahan Plastik | Makanan dan Minuman
dan Peraturan Daerah Kota | Berbahan Plastik dan
Bukittingei Nomor 5 tahun Peraturan Dacrah Kota
2014 tentang Pengelolann Bukittinggi Nomor 5

dan Retribusi Pelavanan tahun 2014 tentang
| | Persampahan/Kehersihan Pengelolnan dan Retribusi
Pelayanan
| | Persampsa hin/ Kebersihan
b | kelembagnan | @ Pembentukan operator dan  Persiapan Pembentukan
| regulator operator dan regulator
¢ | Teknis ¢ Tertanganinys sampah Kota  Tertanganinys sampah
| . l Bukittinggi | Kows Bukittinggi
d | Peran serta Kurangnya kesadaran | Sosialisasi berkelanjutan
masyarakat | Masyarakat dalam memilah | untuk pemilahan sampah
| sampah | di tingakat rumah tangga
¢ | Pendanann Dukungan dari BKK Provinsi | Dukungan dari BKK
| Provinsi

Sumber : Analisis .laulwul Pokja PEP Kots Bukitting tabiun 2025

Berikut adalah Form Evaluasi dan kegiatan pemantauan Uji Coba Kota
Bukittinggi, catatan evaluasi dan rekomendasi uji coba layanan skala
terbatas (M)
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Tabel 6.4

Form Pemantauan Monitoring pelaksanaan uji coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2024

Laporan Pelaksanaan Uji Coba
Layanan Skala Terbatas (M3)
Tahun Anggarun 2024 Kota

Bulkittinggi

Isu Strategis

Masih  dominannya k::pmﬂ:ikun
cubluk (lubang penampungan tinja
sederhana) daemh perkotaan di Kola
Bukittinggi  dengan  rendahnya

| cakupan layak

Rekomendasi Strategis
Paket Kebijakan

Deskripsi
Sanitasi

Model

Layanan

Kemudahan penyediaan TS kedap

~scbagai capaian akses layak dacrah
Paket Kebijakan 2 TANGKAP [Tangki

|| Septik Kedap)

Menjawab program Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnyn Permukiman
Kumuh di Luar kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas
| dibawah 10 (Sepulub) Ha -

| Kesesuaian dengan  prioritas | : | Area Beresiko 3 dan Beresiko 4
program/ kegintan [untuk
menjawab  isu  strategis  dan
kesesuaian dengan
rekomendasi strategis) |
No | ltem Pemaniauumn Rencana _ Reslisasi
I | Nama Keghitan 1 Pembangunan TS Pembangunan TS
Individunl Individual
a | Nama OPD Dinas Perumahan dan | Dinas Perumakban dan
Pengampu Permukiman Permukiman
b | Lokasi Kegiotun Kelurahan Sapimn Kelurahan Sapiran
¢ | Kesesuaian dengan arca beresiko 4 area beresiko 4
priorilas wilayah
layanan

d | Waktu Prlaksanaan

Tahun 2024 s.d 2024

Tahun 2024 s.d 2024

e | Jumiah Penerima 40 Jiwa 40 Jiwa
Manfaat [Jiwa) .
f | Kebutuhan Dana 160.000,000 160.000.000
(Rp.|
E | Sumber Dana DAK DAK
h | Ourpul Kegintan tercapainyn lnysman tercapainya layanan
limbah dengnn akses limbah dengan nkses
layak di Kota layak di Kota
Bukittingg Bukittinggi
i | Kendala Terdapat i kawasan Terdapat di knwasan
Permasalahan Padat Penduduk Padat Penduduk

2 | Pihak p pi]mlf. linin yang

terfibat [swasta, NGO, masyarakat, dll.)

A | Masvarakat/KSM/,,,

KSM dan Wargs

meyuriknt pengguna
SHIANA

5 | Capaian Muiti
Aspek
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# | Reguliasi Perlunya dulungan Perlunya dukungan
Perda Penpgelolaan Perda Pengelolaan
Limbah Rumah Tangga | Limbal Rumah Tangga
di Daersh yang sampal | dl Daersh yang sampal

B B sl ni belum ada saal ind belum rida

h | Kelembagaan Belum ada Belum ads
pengenibingan pengembangan
kelembagaan di sektor | kelembagaan di seitor

| limbah limbah

c | Teknis Adanya inovasi pemb, Adanya inovasi pemb,
Tangki septik di dacrah | Tangki septik di daerah
Padat Penduduk Padat Penduduk

d | Perano serla Masyarnkat terlibat Misyaraknt terlibat

Masyarakst aktif melalul KSM yang | aktil melilui KSM yang

berangggotakan beranpggotakan
masyarikal setempat masyarakat selempat

¢ | Pendansan Adanya kemauan Adanya kemauan
masvarakat membayar | masyarakat membayar
pada saat tangkl septik | pada saat tangki septik
pated  petiu dikmsangkan )

Sumber : Money Polga PEP Kotn Puldizinggt Tahun 2024
Tabel 6.5

Form Pemantauan Monitoring pelaksansan uji coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2024

Laporan Pelaksanaan Uji Coba
Layanun Skala Terbatas (M3)
Tahun Anggaran 2024 Kota
Bukittinggi
Isu Stralegis Masih dominannva kepemﬂﬂm.n cuhluk (lubang
penampungan  tinja  sederhana)]  daerah
perkotaan  di  Kota Bukittinggi dengan
rendahnyva cakupan lavak terutama dikawasan
_padat penduduk
Rekomendasi : | Kemudahan penyediaan TS kedap scbagai
Strategis _ | capainn akses lnyak dacrmah
Paket Kebijakan .| Paker Kebijakan 2 TANGKAP (Tangki Septik
m__ | Kedap) o
Deskripsi Model Menjawab program Perbaikan Rumah Tidak
Layanan Sanitasi Layak Huni wuntuk Pencegahan terhadap
Tumbuh dan Berkembangnva Permulkiman
Kumuh di Luar kawasan Permukiman Kumuh
= | dengun Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Kesesualan dengan Area Beresiko 3 dan Beresiko 4
prioritas
program/ kegiatan
[untuk menjawab isu
strategis dan
kesesuaian dengan
rekomendasi
strategis)
Hem .
No Phantatan Rencana _ Realisasi
1 | Nama Kegiatan 1 | : | Pembangunan TS Pembangunan TS
Komunal Komunal
a | Nama OPD : | Dinas Perumahan dan Dinas Perumahan
Pengampu Fermukiman dan Permukiman
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b | Lokasi Kegiatan Keluruhan Tarok Dipo Kelurahan Tarok
Dipo
¢ | Kesesumian - | area beresiko 4 area beresikn 4 |
dengan prioritas
wilayah layanan
d | Waktu :| Tahun 2024 sampai Tahun 2024 s:d
Pelaksanaan dengan 2024 2024
¢ | Jumlah 50 Jiwa 50 Jiwa
Penerima
Manfant (Jiwa)
f | Kebutuhan Dana 180,000,000 180.000.000
(Rp.]
g | Sumber Dans : | DAK DAK
h | Output Kegiatan tercapainya layanan tercapainya lavanan
limbah depgan akses limbah dengan
layak di Kota Bukittinggi | akses layvak di Kota
| | [ _ Bukittingg
i | Kendala : | Terdapat di kawasan Terdapat di
Permasalahan Padat Penduoduk kawasan Padat
| Penduduk
5 | Pibak pihak Inin vang terlibat {swasta, NGO,
- masvarakat, dan lain-lain.)
' KSM dan Wargn KSM dan Warga
i Masvarakat/KSM msyamkal pengguna msyarakat
SArana PENEEUTA SATANA
3 | Capaian Multi
| Asprek o
i | Regulasi Perlunva dukungan Perlunva dukungan
Perda Pengelolaan Perda Pengelolann
Limbah Rumah Tangga Limbah Rumah
di Daerah yang sampai Tangga di Daerah
saat im belum adn yang sampal saat
ini belum ada
b | Kelembagaan Belum ada Belum arda
pengembangan pengembangan
kelembagaan di sektor kelembagaan di
. limbwh sektor limbah
¢ | Teknis : | Adanya inovasi pemb. Adanya inovasi
Tangki septik di daermmh | pemb, Tangki septik
Padat Penduduk di daerah Padat
Penduduk
d | Peran serta : | Masyarakat terlibat aktif | Masvarakat terlibat
Masyarakat melalid KSM yang aktil melalui KSM
berangggotakan vang
maxyarakat setempat beranpugotakan
masyarakat
setempat
e | Pendanaan : | Adanya kemauan Adanya kemauyan
masvarakat membayar masyarakat
padla saat nmngki septik membayar pada
perly dikosongkan sant tangld seprik
perlu dikosongkan

Sumber : Money Polgs PRP Kole Buliitinggt Tahun 2024
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BAB VIl
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

2.

3.

Dokumen SSK Tahun 2026-2029 merupakan dokumern perencanaan
strategis vang komprehensif, mengintegrasikan aspek teknis dan non-
teknis dalam pengelolaan air limbah domestik, persampahan, serta
drainase lingkungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,
pemenuhan akses sanitasi yang layak dan aman memeriukan sinergi
antar-sektor serta percepatan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi SSK ini sangat bergantung pada:

a. komitmen anggaran,

b. pengutan kelembagasan; dan

c. partisimpasi masvarakat.

Dokumen SSK ini bersifat dinamis. Pemantauan akan dilakukan secara
berkala setiap tahun untuk melihat capaian indikator kinerja, Evaluasi
menyeluruh atau pemutakhiran (review) dokumen dapat dilakukan
apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, dinamika wilayah, atau
target capaian yang memeriukan penyesuaian sgnifikan guna
memastikan target sanitasi aman tercapai pada tahun 2045,

B. Saran
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan seluruh
pemangku kepentingan dapat menjadikan dokumen SSK sebagai acuan
utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi di
Kota Bukittinggi, demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. -




